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ABSTRAK

Abednego Patabang, 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan
Perpajakan Terhadap Penerapan Self Assessment System Melalui Kesadaran Pajak Sebagai
Variabel Intervening Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bontang, di bawah bimbingan Bapak
Rusliansyah, S.E.,M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan
pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerapan
self assessment system melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening pada wajib pajak
UMKM. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer.
Penentuan sampel menggunakan metode stratified random sampling dengan total 386
responden sebagai sampel. Penelitian ini dioleh dengan alat analisis SmartPLS versi 4.0. Hasil
ini menyimpulkan bahwa Pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan
berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan
terhadap self assessment system. Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh positif
signifikan terhadap self assessment system. Kesadaran Pajak dapat memediasi Pengetahuan
Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap penerapan Self Assessment System.

KATA KUNCI : Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran
Pajak, Self Assessment System, UMKM.



ABSTRACT

Abednego Patabang, 2023. The Influence of Tax Knowledge and Understanding of Tax
Regulations on the Application of the Self Assessment System through Tax Awareness as an
intervening variable in MSME Taxpayers in Bontang City, supervised by Mr. Rusliansyah. This
study aims to analyze and prove the influence of tax knowledge and understanding of tax
regulations on the application of the self-assessment system through tax awareness as an
intervening variable in MSME taxpayers. This research is a type of quantitative research and
uses primary data. Determination of the sample using the stratified random sampling method
with a total of 386 respondents as samples. This research uses SmartPLS analysis tool version
4.0. These results conclude that knowledge of taxation and understanding of tax regulations
affect tax awareness. Knowledge of taxation has a significant positive effect on the self-
assessment system. Understanding Tax Regulations does not have a significant positive effect
on the self-assessment system. Tax Awareness can mediate Tax Knowledge and Understanding
of Tax Regulations towards the application of the Self Assessment System.

KEYWORDS : Tax Knowledge, Understanding of Tax Regulations, Tax Awareness, Self
Assessment System, MSMEs.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pada suatu negara tentu membutuhkan pendapatan
guna menjalankan penyelenggaraan negara. Dengan adanya pendapatan maka akan
memenuhi belanja negara yang digunakan untuk pembangunan nasional yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi secara nasional, dan
mendorong negara berkembang menjadi negara maju. Negara Indonesia salah satu
negara berkembang yang bergantung kepada pendapatan negara. Oleh sebab itu,
pemerintah secara rutin menyusun Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN)
tiap tahunnya. Terdapat tiga sumber yang menyumbang pendapatan negara Indonesia
yakni pendapatan oleh perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan
hibah (Sudirman & Amiruddin, 2016). Regulasi menentukan berjalannya penerimaan
pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang lainnya
yang mengatur pajak. Sedangkan, Undang-Undang yang mengatur regulasi PNBP
terdapat pada UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP).



Tabel 1. 1 Pendapatan negara tahun 2020-2022 (Rp Miliar)

Keterangan 2020 2021 2022
Pendapatan Negara 1 647 783,34 1.735.742,80 1.846.136,70
1 Pajak 1.285.136,32 1.375.832.7 1.510.001.2
2 Non-Pajak 343.814,21 357.210.10 335.555.62
3 Hibah 18.832.82 2.700.00 579.90

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)

Terlihat pada tabel 1.1 pendapatan negara mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Pada pertengahan tahun 2022 PNBP mengalami penurunan sebesar -6,06%
dan penerimaan dari hibah mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -85,66% dan
hingga pertengahan tahun 2022 mengalami penurunan -78,52%. Namun, pada
penerimaan pada sektor pajak meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 penerimaan
dari pajak naik 7,06% dan pada pertengahan tahun 2022 mengalami kenaikan 9,75%.
Berdasarkan persentase tersebut dapat disimpulkan pajak dapat diandalkan sebagai

sumber penerimaan negara yang menjanjikan.

Peningkatan pendapatan melalui sektor perpajakan juga didukung oleh
peningkatan kepatuhan pajak yang terlihat dari rasio kepatuhan dengan
membandingkan total Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) yang
diperoleh petugas pajak pada satu tahun masa pajak dengan wajib pajak yang terdaftar.
Kepatuhan wajib pajak terus meningkat dari 77,63% kemudian meningkat ditahun
2020 kemudian meningkat menjadi 84,07% pada tahun 2021 (Hariani, 2022). Fakta
tersebut didukung oleh penelitian (Kastolani & Ardiyanto, Moh, 2017) bahwa semakin

patuh wajib pajak maka akan mempengaruhi penerimaan pajak karena wajib pajak



terhindar dari ketidakpatuhan pajak seperti tax evasion yang dapat menghambat
kepatuhan pajak sehingga berpengaruh terhadap kewajibannya dalam membayarkan
pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajibannya jika tidak

memiliki kepatuhan pajak.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu bidang
perpajakan yang mempunyai kontribusi besar. Pada tahun 2019 terdapat 65,47 juta unit
UMKM (Mahdi, 2022). Dengan jumlah unit yang banyak membuat UMKM menjadi
salah satu sumber penerimaan negara dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja
yang besar. Dikutip dari website kementerian keuangan bahwa unit usaha UMKM
menyerap 97% tenaga kerja dan mampu memberikan 60,4% dari total investasi.
Namun kontribusi pajak UMKM pada penerimaan pajak masih tergolong rendah. Pada
tahun 2019 data yang didapatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kontribusi pajak PPh
Final UMKM berjumlah 7,5 triliun atau hanya 1,1% dari penerimaan keseluruhan PPh.
Hal tersebut sangat disayangkan karena melihat jumlah unit UMKM seharusnya dapat

memberikan kontribusi pajak yang lebih besar.

Kesadaran merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan
pajak. Kesadaran adalah unsur dari dalam diri manusia yang berguna untuk memahami
realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran
pajak dikaitkan dengan sistem perpajakan Indonesia yang menganut self assessment
system, yaitu kesadaran wajib pajak untuk mengetahui, memahami, menghitung,

membayar dan melaksanakan kewajibannya dengan sukarela. Melihat kondisi



kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan self assessment system tentu
membutuhkan niat dan kerelaan untuk melaksanakannya. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Datu et al., 2020) dimana kesadaran pajak berpengaruh
terhadap pelaksanaan self assessment system karena kesadaran pajak adalah kondisi
dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan
perpajakan yang berlaku dan wajib pajak memiliki kesungguhan dan keinginan untuk
memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan self assessment system tanpa unsur

paksaan dan ikhlas.

Kesadaran pajak juga merupakan bagian dari Theory of Planned Behavior yang
mana dalam menentukan akan melakukan suatu tindakan didasarkan oleh kontrol
perilaku persepsi (control beliefs), yaitu seseorang dalam berperilaku memiliki kontrol
penuh atas tindakan yang akan diambil. Kontrol ini dipengaruhi oleh faktor internal
dan eksternal. Faktor internal diperoleh dari informasi, kemauan, keterampilan dan
pengalaman, sedangkan faktor eksternal datang dari lingkungan seseorang. Faktor
internal seorang wajib pajak yang dapat dijadikan pertimbangan adalah pengetahuan
perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan. Maka dari itu, pengetahuan
perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah faktor yang dapat
menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak. Oleh karena itu, kesadaran pajak adalah
faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Fakta ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh (Erlindawati & Novianti, 2020) mendapati bahwa

kesadaran pajak memberi dampak terhadap kemauan wajib pajak untuk membayarkan



pajak, dan (Nur, 2018) mendapatkan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan
meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam pelaksanaan self assessment system juga
membutuhkan kesadaran pajak karena wajib pajak harus memiliki kemandirian untuk
melaporkan, menghitung dan membayar pajak terutang. Fakta ini didukung dalam
(Liyana, 2019) menyatakan bahwa kesadaran pajak juga mempengaruhi berjalannya
self assessment system sehingga berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Tanpa
adanya kesadaran pajak dapat membuat wajib pajak melaksanakan self assessment
system dengan tidak maksimal dan dapat memicu ketidakpatuhan. Hal ini didapatkan
dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rizki, 2018) dimana persoalan terjadinya
kecurangan oleh wajib pajak memanfaatkan peluang pada self assessment system masih

terjadi kepada masyarakat Indonesia karena kurangnya kesadaran hukum pajak.

Negara Indonesia menerapkan self assessment system untuk memungut pajak.
Self assessment system juga dianggap penting karena merupakan cerminan dari falsafah
dari Pancasila serta UUD 1945 dengan memprioritaskan hak warga negara dan
melakukan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak. Sisi efisiensi
dari penerapan self assessment system ini adalah mengurangi runtutan administrasi
yang kompleks sehingga harapan pemerintah pendapatan pajak akan meningkat seiring
dengan penyederhanaan administrasi pajak. Begitu juga dengan KPP Pratama Kota
Bontang yang menerapkan self assessment system sepenuhnya pada proses
pemungutan pajak. Namun, penerapan self assessment system di Kota Bontang tidak

dapat berjalan semestinya sebab kurangnya kesadaran wajib pajak UMKM.



Tabel 1. 2 Wajib Pajak UMKM pada KPP Kota Bontang

Tahun Jumlah Wajib Pajak Persentase peningkatan
2019 12.860 0%
2020 28.760 123,48%
2021 31.444 20,86%
2022 34.938 10%

Sumber :

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang, 2023

Tabel 1. 3 Wajib Pajak UMKM melaporkan SPT Tahunan di KPP Bontang

Tahun Jumlah Wajib Pajak Persentase peningkatan
2019 3.445 0%
2020 3.094 -11%
2021 3.679 16%
2022 3.494 -5%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang, 2023

Kota Bontang mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Hal tersebut menandakan
bahwa sektor UMKM dapat berkembang baik di Kota Bontang. Namun pada tabel 1.3
jumlah UMKM yang melaporkan pajak mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar
-11% dan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar -5%. Jika dilihat dari
wajib pajak yang telah terdaftar dan yang telah melaporkan SPT Tahunan, pada tahun
2019 hanya sekitar 27% wajib pajak yang sudah melaporkan pajak, tahun 2020 sebesar
11%, tahun 2021 sebesar 12%, dan tahun 2022 hanya 10% berdasarkan banyak wajib
pajak UMKM yang terdaftar di UMKM Bontang. Dari jumlah persentase wajib pajak

yang terdaftar dengan wajib pajak yang telah melaporkan pajak dapat terlihat bahwa

Merujuk dari tabel 1.2 total banyak wajib pajak UMKM ada pada KPP Pratama

wajib pajak UMKM dengan kesadaran pajak masih tergolong sangat rendah.




Adapun faktor lain juga yang dapat berpengaruh terhadap berjalannya self
assessment system dalam pelaksanaannya. Menurut (Setyaningsih & Harsono, 2021)
Pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi bagaimana berjalannya self assessment
system. Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang didapatkan dari pendidikan
formal serta non-formal yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
pajak. Pengetahuan pajak yang kurang akan mempersulit wajib pajak dalam
menjalankan kewajibannya (Putri, E Saerang, et al., 2019). Hal tersebut akan menjadi
hambatan untuk wajib pajak yang akan menerapkan self assessment system apabila

wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang minim.

Selain mempunyai pengetahuan pajak yang baik, wajib pajak juga harus dapat
memahami akan peraturan terkait informasi pajak yang telah dimiliki agar dapat
melaksanakan self assessment system (Baradja et al., 2020). Pemahaman akan aturan
pajak akan semakin baik apabila wajib pajak dapat menjalankan atau mengamati secara
langsung proses penyelenggaraan pajak dan dapat mempraktikkannya. Sebab itu, jika
wajib pajak paham akan peraturan pajak maka, akan merangsang kepatuhan wajib
pajak dalam melakukan hak dan kewajibannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan
(Fitria & Supriyono, 2019) bahwa wajib pajak yang memahami akan manfaat untuk
membayarkan pajak untuk pembangunan negara maka akan memiliki kesadaran untuk
membayarkan pajak kepada negara dengan sukarela. Berarti wajib pajak juga tidak

hanya sekedar memiliki pengetahuan yang baik terkait hak dan kewajibannya sebagai



wajib pajak, namun juga harus memahami alasan yang melatarbelakangi pembayaran

pajak.

Fakta yang terjadi pada UMKM pada KPP pratama kota Bontang antara
UMKM vyang terdaftar dan yang telah melaporkan menunjukkan bahwa kesadaran
pajak di Kota Bontang masih tergolong rendah. Kesadaran pajak sendiri dipengaruhi
oleh pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan. Begitu juga
dengan penerapan self assessment system yang dipengaruhi oleh faktor pengetahuan
perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan. Fakta ini seturut dengan Theory of
Planned Behavior yakni individu menggunakan informasi yang dimiliki sebagai bahan
pertimbangan atas perilaku yang akan dilakukan atau tidak. Hal ini dimana
pengetahuan perpajakan serta pemahaman peraturan perpajakan yang baik dapat

menjadi pedoman wajib pajak guna melaksanakan kewajiban wajib pajak.

Berdasarkan kondisi di atas, penulis ingin mengetahui pengaruh pengetahuan
perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap pelaksanaan self
assessment system oleh wajib pajak UMKM di Kota Bontang. Penulis juga
menambahkan variabel intervening yaitu kesadaran pajak yang memediasi variabel
dependen dan independen secara tidak langsung. Pemilihan objek di Kota Bontang
karena pertumbuhan UMKM di kota Bontang cukup pesat namun belum dapat
memaksimalkan pendapatan pajak dari UMKM. Berdasarkan data dari KPP Pratama
Kota Bontang pada tahun 2020 jumlah UMKM tumbuh sebesar 123,48% dari 12.860

menjadi 28.760 dan terakhir pada tahun 2022 menjadi 34.938 unit usaha dan jumlah



wajib pajak UMKM yang melaporkan pajak tidak mencapai 50% dari jumlah wajib
pajak yang terdaftar setiap tahunnya. Dengan itu peneliti memberikan judul “Pengaruh
Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Penerapan
Self Assessment System Melalui Variabel Intervening Kesadaran Pajak Pada Wajib

Pajak UMKM di Kota Bontang”.
1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan, disimpulkan permasalahan pada

penelitian yang akan dilakukan yakni :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap
kesadaran pajak pada UMKM di Kota Bontang ?

2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap
penerapan self assessment system pada UMKM di Kota Bontang ?

3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan
terhadap kesadaran pajak pada UMKM di Kota Bontang ?

4. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan
terhadap self assessment system pada UMKM di Kota Bontang ?

5. Apakah kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan
self assessment system pada UMKM di Kota Bontang ?

6. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap self

assessment system melalui kesadaran pajak pada UMKM di Kota Bontang ?
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7. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan

terhadap self assessment system melalui kesadaran pajak pada UMKM di Kota

Bontang ?
1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian
ini yakni :

Mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan
terhadap pelaksanaan kesadaran pajak pada UMKM di Kota Bontang.
Mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan
terhadap penerapan self assessment system pada UMKM di Kota Bontang.
Mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif
signifikan terhadap kesadaran pajak pada UMKM di Kota Bontang.
Mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif
signifikan terhadap self assessment system pada UMKM di Kota Bontang.
Mengetahui apakah kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap
penerapan self assessment system pada UMKM di Kota Bontang.

Mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan
terhadap self assessment system melalui kesadaran pajak pada UMKM di Kota

Bontang.

10
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Mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif
signifikan terhadap self assessment system melalui kesadaran pajak pada

UMKM di Kota Bontang.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang bisa dijadikan bukti empiris terkait pengaruh pengetahuan
perpajakan terhadap self assessment system serta kesadaran pajak.

Hasil penelitian yang dapat dijadikan bukti empiris terkait pengaruh
pemahaman peraturan perpajakan terhadap self assessment system dan
kesadaran pajak.

Hasil penelitian yang dapat dijadikan bukti empiris terkait pengaruh kesadaran

terhadap self assessment system.

Manfaat Praktis

Penulis

Persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana akuntansi serta sebagai penambah
pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh pengetahuan perpajakan dan
pemahaman peraturan perpajakan akan self assessment system dan pengaruh
kesadaran pajak akan pelaksanaan self assessment system wajib pajak UMKM
di Kota Bontang serta mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan

selama perkuliahan.

11
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2. Wajib pajak

Sebagai media untuk memberikan informasi hal-hal yang harus diperhatikan
saat penyelenggaraan self assessment system wajib pajak UMKM di Kota

Bontang.

3. Pemerintah
Sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan perpajakan yang berkaitan
dengan kewajiban pajak UMKM di Kota Bontang sehingga terciptanya

kepatuhan pajak.
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BAB Il
KAJIAN PUSTAKA
2.1  Landasan Teori
2.1.1 Theory of Planned Behavior

Teori Perilaku terencana atau theory of planned behavior (TPB) ialah teori hasil
perkembangan dari pada theory of reasoned action. Dalam perjalanannya theory of
planned behavior bertambah satu variabel yaitu kontrol perilaku persepsi yang mana
pada teori sebelumnya yaitu theory of planned reasoned action menjelaskan tindakan
seseorang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku (behavioral beliefs) dan norma
subjektif (subjective norm). Dengan demikian maka dalam menentukan niat dan
tingkah laku seseorang dipengaruhi dari beberapa hal yakni atas tindakan akan perliku
(behavioral beliefs), norma subjektif (subjective norm), kontrol perilaku persepsi

(control beliefs).

Menurut (Aryo et al., 2019) terdapat beberapa faktor dalam menentukan niat

untuk berperilaku yang dapat didefinisikan yaitu :

1) Sikap terhadap perilaku (behavioral beliefs) perilaku seseorang yang
didasarkan atas pemikiran atau keyakinan yang ditimbulkan atau dihasilkan
atas perilaku yang dipertimbangkan dari pemahaman yang dimiliki
seseorang. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan serta

pemahaman akan aturan perpajakan terkait kewajibannya sebagai wajib

13
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pajak, maka wajib pajak dapat melakukan hak serta kewajibannya sebagai
wajib pajak salah satunya adalah melaksanakan self assessment system
sebagai kewajiban wajib pajak. Hal ini menunjukkan pengetahuan
perpajakan memiliki pengaruh kepada kesadaran dan tingkat kepatuhan
pajak (Frey & Torgler, 2007). Maka dari itu, yang menjadi attitude towards
behavioral dalam penelitian ini merupakan pengetahuan perpajakan dan
pemahaman akan peraturan perpajakan.

Norma subjektif (subjective norm) pengaruh persepsi lingkungan sosial
terhadap perilaku yang dipertimbangkan yang menentukan motivasi akan
dilakukannya perilaku yang mana sedang dipertimbangkan. Dalam
pelaksanaan self assessment system meskipun wajib pajak mempunyai
pengetahuan pajak dan pemahaman aturan pajak yang memadai masih dapat
kemungkinan terjadi ketidakpatuhan pajak. Contohnya iklim organisasi
yang positif akan mendorong penerapan tax professional yang baik,
sebaliknya jika iklim keorganisasian yang negatif akan menciptakan tax
professional yang tidak patuh (Nerré, 2008).

Kontrol perilaku persepsi (control beliefs) adalah kepercayaan atau persepsi
seseorang dalam berperilaku bahwa seseorang memiliki kontrol penuh atas
perilakunya. Seseorang mempercayai bahwa perilaku yang ada merupakan
hasil pengendalian atas dirinya sendiri. Kontrol ini dipengaruhi akan
beberapa faktor adalah faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal

berupa informasi, kemauan, keterampilan, pengalaman, dan lain-lain. Faktor

14
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eksternal datang dari lingkungan sekitar. Faktor internal yang dapat menjadi
bahan pertimbangan adalah pengetahuan perpajakan serta pemahaman
peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan perpajakan dan pemahaman
peraturan perpajakan memadai dapat menjadi bahan pertimbangan yang
menguatkan keyakinan wajib pajak akan perilaku yang akan dilakukan.
Ketiga faktor di atas dapat membentuk sebuah informasi yang
kemudian dapat mempengaruhi intention to behavior yaitu niat yang
mempengaruhi kesadaran yang dapat menentukan apakah seseorang akan
melakukan suatu perilaku yang sedang dipertimbangkan atau tidak. Dalam
hal ini berarti pengetahuan perpajakan serta pemahaman peraturan
perpajakan yang baik dapat memberi pengaruh kepada kesadaran wajib
pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak misalnya
dengan menjalankan kewajibannya dengan melaksanakan self assessment

system.

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

2.1.2.1 Definisi Pengetahuan Perpajakan

Pajak merupakan sumbangsih oleh orang pribadi dan badan kepada negara yang

bersifat wajib dan memiliki sifat memaksa yang didasarkan undang-undang, tanpa

imbalan dan diperuntukkan untuk keperluan negara (Purwono, 2010). Menurut

(Arfamaini & Susanto, 2021) pengetahuan pajak merupakan sebuah informasi yang

digunakan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Jika wajib pajak dibekali
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dengan pengetahuan yang tinggi maka akan sebanding terhadap kepatuhan pajak yang
baik juga dan pengetahuan pajak yang minim akan mempengaruhi kewajiban pajak.
Menurut (Nasution & Ferrian, 2017) Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan
terkait konsep dasar pada bidang perpajakan terkait kewajiban perpajakan seperti jenis-
jenis pajak, subjek dan objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, pencatatan, dan

pelaporan pajak.

Dari penjelasan di atas disimpulkan pengetahuan perpajakan merupakan
pengetahuan terkait dasar perpajakan yang mampu menuntun dalam penyelenggaraan
perpajakan. Hal tersebut didukung penelitian dari (Aswati et al., 2018) wajib pajak
mempunyai pengetahuan pajak apabila mempunyai pengetahuan akan hak dan

tanggung jawab sebagai wajib pajak.

2.1.2.2 Ruang Lingkup Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Arfamaini & Susanto, 2021)

menyatakan ruang lingkup pengetahuan wajib pajak adalah jika :

1) Mengetahui dasar-dasar perpajakan.
2) Mengetahui fungsi pajak.

3) Mengetahui jenis-jenis pajak.

4) Mengetahui asas pemungutan pajak.

5) Mengetahui terkait sanksi pajak.
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(Hardiningsih & Yulianawati, 2011) menyatakan bahwa lingkup dari

pengetahuan perpajakan adalah :

1) Wajib pajak yang telah memiliki penghasilan harus mengurus NPWP.

2) Pengetahuan bahwa NPWP terdaftar pada KPP wajib pajak.

3) Mengetahui bahwa NPWP adalah sarana administrasi pajak.

4) Mengetahui bahwa NPWP adalah tanda pengenal wajib pajak.

5) Waijib pajak yang memiliki NPWP berkewajiban untuk membayarkan
pajak.

6) Pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar atau pelatihan.

2.1.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.1.3.1 Definisi Pemahaman Peraturan Perpajakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pemahaman merupakan suatu
proses, cara, dan perbuatan untuk memahami maupun memahamkan. Pemahaman
merupakan hal yang lebih tinggi dari ingatan atau hafalan, dengan pemahaman
seseorang diberikan kemampuan untuk mengerti dan memahami hal yang telah
diketahui dan diingat. Pemahaman juga menandakan seseorang memahami penyebab
atau alasan dari suatu informasi atau pengetahuan. Untuk mendapatkan pemahaman
yang terkait pengetahuan maka perlu memahami hal mendasar yaitu kerangka pokok
serta unsur-unsur hakiki sehingga pengetahuan yang kita dapat tersebut benar dan dapat

menimbulkan pemikiran yang logis yang dapat membantu kita dalam menentukan
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keputusan dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (Paulus Wahana, 2016).
Sedangkan peraturan perpajakan adalah regulasi atau instrumen-instrumen yang dibuat
untuk mengatur berjalannya penyelenggaraan perpajakan dan menghindari terjadinya
ketidakpatuhan. Peraturan perpajakan dibuat dengan maksud untuk menciptakan
keadilan, mendukung pelayanan atas wajib pajak, memberikan kepastian serta
menegakkan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di teknologi informasi dan

perubahan pada ketentuan material di bidang perpajakan (Resmi, 2016)

Sehingga pemahaman peraturan perpajakan yaitu kondisi wajib pajak
memahami alasan atau penyebab dibentuknya suatu aturan perpajakan yang mengikat
wajib pajak saat melakukan hak dan kewajibannya atas nama wajib pajak yang berguna
sebagai pedoman sehingga menimbulkan kemahiran dalam melaksanakan
kewajibannya. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan indikasi
kepatuhan pajak yang sempurna. Apabila wajib pajak mempunyai pemahaman
peraturan dengan baik akan memberikan pemahaman yang baik terhadap hak serta
kewajiban sebagai wajib pajak. Contohnya, wajib pajak dapat mengisi SPT secara tepat
berdasarkan ketentuan namun, ketidakpatuhan bisa saja terjadi karena wajib pajak tidak
mengetahui batas waktu SPT tersebut (Witono, 2016). Hasil yang sama didapat oleh
(Rizajayanti, 2011) merangkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah wajib
pajak paham akan peraturan pajak yang ada. Pemahaman aturan perpajakan yang baik
dapat meningkatkan kesadaran bahwa peraturan-peraturan harus diterima yang

mempengaruhi kepatuhan pajak.
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Pemahaman aturan pajak juga menyadarkan wajib pajak akan sanksi pajak yang
tertuang dalam undang-undang sehingga membentuk wajib pajak agar patuh akan
peraturan perpajakan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Hal tersebut menandakan
semakin luas pemahaman wajib pajak terhadap suatu aturan maka wajib pajak akan

semakin patuh.

2.1.3.2 Ruang Lingkup Pemahaman Peraturan Perpajakan

Ruang lingkup pemahaman peraturan perpajakan menurut (Hardiningsih &

Yulianawati, 2011) yaitu :

1) Wajib pajak memahami jika ingin membayarkan pajak wajib mengurus
NPWP.

2) Pemahaman terhadap hak serta kewajiban pajak.

3) Wajib pajak memahami akan ada sanksi pajak.

4) Pemahaman akan PTKP, PKP, dan tarif pajak.

5) Memahami bahwa SSP, faktur pajak, surat pemberitahuan wajib
disertakan di NPWP.

6) Memahami makna 15 digit kode pada NPWP.

2.1.4 Self Assessment System

2.1.4.1 Definisi Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak pada Negara Indonesia digolongkan atas tiga jenis

berdasarkan yang menetapkan besaran pajaknya yaitu official assessment system, self
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assessment system, dan withholding system. Self assessment system adalah sistem
pemungutan pajak dengan mempercayakan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab
kepada wajib pajak guna menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan
sendiri pajak besarnya pajak yang wajib dibayar (Diana & Setiawati, 2014). Pada
sistem ini wajib pajak yang mempunyai peran aktif dalam menyelenggarakan
kewajiban pajaknya dan pihak pemerintah atau fiskus bersifat pasif hanya
melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilandaskan undang-

undang pajak.

Dalam pelaksanaannya keberhasilan dalam pelaksanaan self assessment system
harus disertai kesadaran pajak serta kejujuran (Imam et al., 2015). Pengetahuan dan
pemahaman peraturan perpajakan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan
self assessment system. Oleh karena itu, syarat yang harus dimiliki wajib pajak untuk
melakukan self assessment system yaitu harus memiliki kesadaran pajak, kejujuran,
hasrat untuk membayar, dan tax dicipline (Bramasto & Rachman, 2020). Ciri-ciri wajib

pajak mempunyai penerapan self assessment system yang baik jika :

1) Wajib pajak dapat mendaftarkan diri pada kantor pajak.

2) Wajib pajak bisa menghitung secara mandiri pajak terutang.

3) Wajib pajak dapat membayar pajak terutang ke lembaga yang berwenang.
4) Wajib pajak dapat melaporkan penyetoran pajak.

5) Wajib pajak dengan mandiri dapat menetapkan jumlah pajak terutang
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2.1.4.2 Ciri-ciri Pelaksanaan Self Assessment System

Terdapat ciri-ciri dari pelaksanaan self assessment system menurut (Mardiasmo, 2018)

yaitu :

1) Wajib pajak diberi kuasa untuk menghitung besar pajak terutang.
2) Wajib pajak memiliki peran secara mandiri dalam memperhitungkan, menyetor,
serta melaporkan pajak terutang.

3) Fiskus bersifat pasif dengan hanya melakukan pengawasan.

2.1.5 Kesadaran pajak

2.1.5.1 Definisi Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak ialah kerelaan wajib pajak melakukan kewajibannya yang
diatur pada undang-undang dan menyumbangkan kontribusi pada negara guna
menopang pembangunan negara melalui membayar pajak dengan tepat waktu (Nafiah
Zumrotun & Warno, 2018). Kesadaran pajak dapat timbul dari informasi yang
diperoleh dari pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan yang
dimiliki oleh wajib pajak. Hal tersebut menerima konsep theory of planned behavior
yang mana informasi yang menjadi bahan pertimbangan dapat mempengaruhi intention
to behavior atau niat. Intention to behavior kemudian dapat mempengaruhi kesadaran

wajib pajak apakah akan melaksanakan kewajibannya atau tidak.
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2.1.5.2 Ruang Lingkup Kesadaran Pajak

Ruang lingkup kesadaran pajak menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017) adalah :

1) Rasa sadar hak dan kewajiban pajak guna membayarkan pajak.
2) Adanya kepercayaan untuk membayarkan pajak digunakan sebagaimana
fungsi dari pajak sendiri.

3) Adanya dorongan untuk membayar pajak secara sukarela.

2.1.6 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.6.1 Pengertian UMKM

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah mendefinisikan yaitu :

1. Usaha Skala Mikro merupakan usaha yang dikuasai seseorang maupun badan usaha
yang telah diatur berdasarkan pada Undang-Undang.

2. Usaha Skala Kecil ialah usaha yang dikuasai atas seseorang maupun badan usaha
bukan ialah anak ataupun cabang dari perusahaan yang dimiliki ataupun kuasai oleh
Usaha menengah maupun Usaha Besar yang sesuai berdasarkan kriteria Undang-
Undang.

3. Usaha Skala Menengah ialah usaha yang dipunyai oleh seseorang atau badan usaha
yang mana bukan anak ataupun cabang perusahaan yang dikuasai oleh Usaha Kecil
atau Usaha Besar dengan hasil pendapatan tahunan yang dimaksud berdasarkan

kriteria Undang-Undang.
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2.1.6.2 Kriteria UMKM

Ketentuan UMKM disahkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Jenis klasifikasi berdasarkan kekayaan bersih

Jenis Usaha Pendapatan Bersih Penjualan Tahunan
Usaha Skala Mikro Rp50.000.000,00 Rp300.000.000,00
Usaha Skala Kecil Rp50.000.000,00 — Rp300.000.000,00 —

Rp500.000.000,00 Rp2.500.000.000,00

Usaha Skala Rp500.000.000,00 — Rp2.500.000.000,00 -

Menengah Rp10.000.000.000,00 Rp50.000.000.000,00

Sumber : (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 2008)

Kriteria UMKM berdasarkan definisi dari (Lembaga Pengembangan
Perbankan Indonesia, 2015) yaitu :
1) Berdasarkan total karyawan :
e Usaha Skala Mikro dengan total karyawan 10 jiwa.
e Usaha Skala Kecil dengan total karyawan 30 jiwa.
e Usaha Skala Menengah dengan total karyawan 300 jiwa.
2) Berdasarkan perspektif usaha :
¢ UMKM informal, UMKM ini dijalankan hanya untuk
menafkahi kehidupan. Contohnya, pedagang kaki lima.
e UMKM mikro, pengusaha yang mempunyai keterampilan

tetapi kurang jiwa kewirausahaan dalam mengelola usaha.
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e UMKM kecil dinamis, pada UMKM ini memiliki jiwa
kewirausahaan dengan kerja sama dan ekspor serta menerima
pekerjaan kontrak.

e Fast Moving Enterprise merupakan UMKM dengan kecakapan

dan siap bertransformasi untuk menjadi usaha besar.

2.1.6.3 Tarif Pajak UMKM

Tarif adalah sejumlah pungutan yang wajib dibayar atas kebijakan yang telah
diatur dalam peraturan. Tarif pajak merupakan ketentuan yang menjadi pedoman
guna menentukan besar pajak terutang. Dalam perjalanannya penerapan tarif
UMKM mengalami banyak perubahan dengan tujuan untuk merangsang
pertumbuhan UMKM di Indonesia menjadi lebih baik.

Tahun 2013 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46
Tahun 2013 menetapkan tarif PPh Final untuk UMKM adalah 1% atas peredaran
bruto dengan jumlah Rp4.800.000.000 dalam setahun (Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2013, 2013). Kemudian terdapat beberapa perubahan atas peraturan
tersebut digantikan atas PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu dengan maksud guna merangsang masyarakat dalam
kegiatan sektor UMKM dan memfasilitasi kemudahan serta keadilan guna wajib
pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan jangka waktu tertentu. Adapun

kebijakan (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, 2018) yaitu :
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1. Wajib pajak dikenakan tarif 0,5% dalam jangka waktu tertentu.
2. Wajib pajak dikenakan tarif pajak 0,5% dengan kriteria :
1) WPOP.
2) Wajib pajak badan koperasi, firma, persekutuan komanditer, atau
perseroan terbatas.
3) Memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.00 untuk satu
tahun masa pajak.
3. Batas waktu dikenakan pajak penghasilan final paling lama :
1) 7 tahun pajak untuk WPOP.
2) 4 tahun pajak untuk wajib pajak badan dengan bentuk koperasi,
persekutuan komanditer, atau firma.

3) 3tahun pajak untuk wajib pajak badan dengan bentuk perseroan terbatas.

Penyesuaian tarif pajak kembali terjadi pada tahun 2022 melalui Undang-
Undang No. 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-
Undang ini disahkan dengan maksud untuk mempercepat pertumbuhan dan
pemulihan perekonomian di tengah musibah pandemi yang menyerang dunia secara
global. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2021) tarif PPh final

yang disahkan yakni :

1) Wajib pajak dengan pendapatan tahunan di bawah Rp 500.000.000,00

dikenakan tarif pajak 0%
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Dengan diberlakukannya tarif pajak 0% berarti wajib pajak berpenghasilan
tahunan yang mana tidak melampaui dari Rp500.000.000,00 tidak membayarkan
pajak. Hal tersebut tidak berarti bahwa wajib pajak dengan pendapatan di bawah
Rp500.000.000,00 lepas dari kewajiban perpajakannya. Namun wajib pajak harus
melakukan pencatatan atas omzet. Pencatatan omzet harus dilakukan secara teratur
mencatat penerimaan atau penghasilan yang akan digunakan sebagai dasar

pengenaan pajak terutang.

Selain wajib melaksanakan pencatatan, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
juga dibebankan untuk menyampaikan pelaporan SPT. Pelaporan SPT Tahunan
WPOP dilakukan dengan self assessment system. Pelaporan SPT dilakukan dengan
cara mengisi formulir SPT 1770 atau melalui e-form yang dilaporkan pada

KPP/KP2KP atau lembaga yang berwenang yang telah ditunjuk.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengetahuan perpajakan dan
pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerapan self assessment system melalui
kesadaran pajak sebagai variabel intervening telah beberapa kali diteliti di Indonesia

diantaranya sebagai berikut :
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No. Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan

1 | (Prasetyana & Febriani, | Pengetahuan Variabel Objek pajak yaitu
2022) dengan  judul | perpajakan pengetahuan karyawan pada
“Faktor-faktor yang | merupakan salah | perpajakan  yang | masa pandemi,
mempengaruhi kepatuhan | satu faktor yang | sama-sama terdapat  variabel
wajib pajak orang pribadi | mempengaruhi merupakan variabel | independen dalam
karyawan selama masa | kesadaran independen dengan | penelitian ini yaitu
pandemi covid-19". karyawan  untuk | metode penelitian | sosialisasi

patuh  membayar | kuantitatif. perpajakan dan

pajak. kualitas pelayanan
dengan variabel
dependen kepatuhan
wajib pajak.

2 | (Zainuddin, 2018) | Pengetahuan Variabel Objek penelitian
dengan judul | perpajakan dan | independen vaitu | yaitu wajib ajak
“Pengetahuan dan | pemahaman pengetahuan orang pribadi
pemahaman  peraturan | peraturan perpajakan dan | pekerja bebas.
perpajakan, kualitas | perpajakan pemahaman Variabel
pelayanan dan persepsi | berpengaruh peraturan independen  yaitu
atas efektivitas sistem | terhadap kesadaran | perpajakan  serta | kualitas pelayanan
perpajakan terhadap | pajak. kesadaran  pajak | dan persepsi atas
kemauan membayar pajak sebagai  variabel | efektivitas  sistem
dengan kesadaran intervening. perpajakan, dengan
membayar pajak sebagai Metode penelitian | variabel dependen
variabel intervening”. kuantitatif. kemauan

pembayaran pajak.

3 | (Indrawan Daud, 2014) | Pengetahuan Variabel Objek penelitian
dengan judul “Pengaruh | perpajakan dan | independen vaitu | yaitu WPOP Pekerja
pengetahuan dan | pemahaman Pengetahuan bebas. Variabel
pemahaman, efektivitas | peraturan perpajakan dan | independen  yaitu
sistem perpajakan, dan | perpajakan pemahaman efektivitas  sistem
pelayanan fiskus terhadap | berpengaruh peraturan perpajakan dan
kemauan membayar pajak | terhadap kesadaran | perpajakan dengan | kualitas pelayanan
dengan kesadaran | membayarkan kesadaran fiskus. Variabel
membayar pajak sebagai | pajak membayar  pajak | dependen yaitu
variabel intervening sebagai  variabel | kemauan membayar
(Studi empiris pada KPP intervening. pajak.

Pratama Bangkinang)”. Metode penelitian
kuantitatif.

Disambung ke halaman berikutnya
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system wajib pajak
di Kota Semarang.

No. Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan

4 | (Putri, Saerang, et al., | Hasil wawancara | Kesamaan dengan | Variabel independen
2019) dengan judul | yang diperoleh | penelitian terdapat | yaitu perilaku wajib
“Analisis perilaku wajib | dengan UMKM | pada variabel | pajak dan penelitian
pajak UMKM terhadap | mendapati  bahwa | dependen self | tersebut berlokasi di
pelaksanaan pelaksanaan self | assessment system | Kota Tomohon.
pemungutan pajak | assessment system | dengan objek pajak | Metode penelitian
dengan menggunakan | tidak dapat berjalan | UMKM. kualitatif.
self assessment system | dengan baik karena
di Kota Tomohon”. kurang pengetahuan

perpajakan pelaku
usaha.

5 | (Setyaningsih & | Penyelenggaraan Kesamaan Perbedaan pada
Harsono, 2021) dengan | self assessment | penelitian  adalah | penelitian ini
judul “Perilaku UMKM | system tidak | variabel dependen | merupakan variabel
terhadap pelaksanaan | berjalan semestinya | yaitu penerapan self | independen  vyaitu
pemungutan pajak | karena beberapa | assessment system | pelaksanaan
UMKM dengan | wajib pajak UMKM | dengan objek pajak | kewajiban dan
menggunakan self | tidak mempunyai | yang sama yaitu | kepekaan wajib
assessment system.” pengetahuan pajak | UMKM. pajak serta lokasi

terkait penelitian yang
penyelenggaraan berada di Kota
self assessment Tomohon.

system. Hal ini

berarti pengetahuan

dapat

mempengaruhi

penyelenggaraan

self assessment

system.

6 | (Hagetal., 2015) Faktor  kesadaran | Hal yang sama pada | Variabel independen
dengan judul “Faktor- | pajak, pelayanan | penelitian ini yaitu pelayanan oleh
faktor yang para fiskus, | merupakan variabel | fiskus dan
mempengaruhi pengetahuan wajib | independen yakni kepatuhan pajak,
penerapan self pajak, dan | pengetahuan pajak | objek penelitian
assessment system kepatuhan pajak | dan kesadaran pajak | wajib pajak pribadi,
(Survei pada wajib mempengaruhi dengan self dan lokasi penelitian
pajak orang pribadi di secara  signifikan | assessment system yang berada pada
Kota Semarang) . positif terhadap | sebagai variabel Kota Semarang.

penyelenggaraan dependen.
self assessment

Disambung ke halaman berikutnya
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article 21 for jakarta’s
mall medium
enterprise)”.

perpajakan dengan
baik. Hal tersebut
menandakan bahwa
pemahaman
peraturan
perpajakan
mempunyai
pengaruh signifikan
pada self assessment
system.

No. Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan

7 | (Supriyanto et al., | Pemahaman Kemiripan pada | Perbedaan dengan
2015) dengan judul peraturan pajak | penelitian tersebut | penelitian ini adalah
“Pengaruh pemahaman | mempunyai ialah variabel | objek penelitian
wajib  pajak orang | pengaruh yang | independen ialah wajib pajak
pribadi terhadap | positif akan | pemahaman pribadi yang berada
penerapan self | penyelenggaraan peraturan pajak dan | di Kota Gorontalo.
assessment system pada | self assessment | variabel terikat self
KPP Pratama | system yang | assessment system
Gorontalo”. ditandai dengan | pada penelitian ini

kemampuan wajib | juga. Tingkat
pajak untuk | pemahaman  juga
mendaftarkan, mempengaruhi
menghitungkan, berjalannya self
melaporkan,  dan | assessment system
menyetorkan pajak | wajib pajak UMKM
terutang. pada Kota
Tomohon. Metode
penelitian
kuantitatif.

8 | (Baradja et al., 2020) | Pelaksanaan  self | Kesamaan Metode  penelitian
dengan judul | assessment system | penelitian ini ialah | kualitatif. Lokasi
“Penerapan self' | mengalami variabel dependen | penelitian yang ada
assessment system PPh | hambatan  karena | yakni penerapan self | di Jakarta dengan
pasal 21 untuk UMKM | wajib pajak tidak | assessment system | objek  PPh 21
se Jakarta | dapat mengikuti | bagi UMKM. UMKM
(Implementation of self | perkembangan
assessment system tax | peraturan

Disambung ke halaman berikutnya
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No. Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan

9 | (Candraswari et al., | Hasil penelitian | Persamaan dengan | Perbedaan  dalam
2021) dengan judul | memperoleh bahwa | penelitian ini ialah | penelitian ini yaitu
“Faktor-faktor yang | kesadaran dan | variabel independen | variabel independen
mempengaruhi pemahaman pajak | kesadaran pajak dan | yaitu E-billing dan
pelaksanaan self | memiliki pengaruh | pemahaman pelayanan fiskus
assessment system | signifikan kepada | perpajakan serta | serta objek
WPOP Jakarta selama | self assessment | variabel dependen | penelitian yaitu
masa pandemi covid- | system. yaitu self | wajib pajak pribadi
1979 assessment system. | di Jakarta.

Metode penelitian
secara kuantitatif.

10 | (Marista et al., 2014) | Pemahaman pajak | Kesamaan dengan | Yang membedakan
dengan judul UMKM akan PP |yang ada pada | pada penelitian ini
“Pengaruh pemahaman | N0.46 Tahun 2013 | penelitian tersebut | adalah variabel
wajib pajak UMKM | yang terdaftar di | merupakan variabel | independen yaitu PP
terhadap pelaksanaan | KPP Pratama | independen  yakni | No.46 Tahun 2013
peraturan  pemerintah | Palembang llir | pemahaman wajib | serta UMKM yang
No. 46 Tahun 2013 | Barat, mendapati | pajak dengan objek | berlokasi di
(Studi  empiris wajib | bahwa pemahaman | pajak berupa | Palembang lir
pajak UMKM vyang | wajib pajak UMKM | UMKM.  Metode | Barat.
terdaftar  di KPP | memiliki pengaruh | penelitian
Pratama Palembang Ilir | kepada kesadaran | kuantitatif.

Barat)”. pelaksanaan PP
No.46 Tahun 2013.

11 | (Jaya, 2019) dengan | Hasil penelitian | Persamaan  dalam | Perbedaan yang ada
judul “Realitas | menemukan bahwa | penelitian ini adalah | ialah wajib pajak di
Kesadaran pajak di | kesadaran pajak | meneliti kesadaran | kalangan mahasiswa
kalangan generasi muda | mahasiswa  dapat | pajak sebagai | pada Kota
(Mahasiswa) terlihat dari | variabel dependen. | Yogyakarta dan
Yogyakarta dan | pemahaman Variabel Surabaya. Metode
Surabaya’. peraturan independen adalah | penelitian yang

perpajakan pemahaman digunakan  adalah
mahasiswa. peraturan kualitatif
perpajakan.

Disambung ke halaman selanjutnya
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assessment system.

No. Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan

12 | (Kundalini & Isroah, | Wajib yang | Kesamaan Yang membedakan
2016) dengan judul memahami penelitian tersebut | yaitu variabel
“Pengaruh  kesadaran | peraturan yaitu variabel | independen  vyaitu
wajib pajak dan | perpajakan akan | dependen yaitu | pelayanan pegawai
pelayanan pegawai | menyadari kesadaran  pajak. | dengan objek pajak
pajak terhadap | kesadarannya Metode penelitian | pada KPP Pratama
kesadaran pajak wajib | sebagai wajib pajak. | kuantitatif. Kabupaten
pajak’”. Fakta ini bermakna Temanggung.

pemahaman  pada
aturan pajak
berpengaruh  akan
kesadaran wajib
pajak.

13 | (Liyana, 2019) dengan | Ketidakpatuhan Persamaan dengan | Perbedaan  dengan
judul “Menakar | masyarakat  akan | penelitian tersebut | penelitian ini adalah
masalah dan tantangan | penyelenggaraan ialah yaitu variabel | objek penelitian
administrasi  pajak self assessment | dependen yaitu self | merupakan  wajib
Kepatuhan pajak di era | system disebabkan | assessment system, | pajak pribadi dan
Self Assessment | oleh kesadaran | dan variabel | badan, serta metode
System”. pajak yang rendah | independen penelitian kualitatif.

dan  administrasi | kesadaran pajak.
perpajakan  yang

perlu diperbaiki.

Hal tersebut

menandakan

bahwasanya

kesadaran wajib

pajak memiliki

pengaruh

pelaksanaan self

14 | (Diamastuti, 2018) | Masih terdapat | Meneliti self | Objek dalam
dengan judul | ketidakpatuhan assessment  system | penelitian ini adalah
“Ketidakpatuhan wajib | dalam  penerapan | sebagai variabel | wajib pajak pribadi
pajak potret self | self assessment | dependen dan | dan badan dengan
assessment system”. system karena | kesadaran pajak | metode  penelitian

kurangnya mempengaruhi kualitatif.
kesadaran wajib | penerapan self
pajak. assessment system.

Disambung ke halaman berikutnya
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No. Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan

15 | (Rizki, 2018b) dengan | Berdasarkan hasil | Kesamaan yang ada | Perbedaan dengan
judul  “Self" assessment | penulisan, dengan penelitian | penelitian ini adalah
system sebagai dasar | pelaksanaan self | tersebut ialah sama- | objek  merupakan
pungutan  pajak di | assessment system | sama  membahas | wajib pajak pribadi
Indonesia”. tidak  sepenuhnya | faktor yang | dan badan, serta

berjalan mempengaruhi metode  penelitian
sebagaimana penyelenggaraan yang digunakan
mestinya self assessment | adalah kualitatif.
dikarenakan system.

rendahnya

kesadaran pajak

oleh masyarakat

Indonesia kemudian

didukung oleh

lemahnya

pengawasan

sehingga membuat

self assessment

system tidak dapat

berjalan dengan

sepenuhnya.

16 | (Datu et al, 2020) | Penelitiannya Persamaan yang ada | Perbedaan penelitian
dengan judul | mendapatkan yaitu kesadaran | adalah variabel
“Pengaruh  kesadaran | bahwasanya pajak dan variabel | independen
pajak, kejujuran pajak, | kesadaran wajib | dependen yakni self | kejujuran dan
dan kedisiplinan pajak | pajak mempunyai | assessment system. | kedisiplinan dan
wajib  pajak orang | dampak signifikan | Metode penelitian | objek pajak wajib
pribadi terhadap | akan  pelaksanaan | yang digunakan | pajak pribadi pada
penerapan self | self assessment | adalah kuantitatif. KPP Pratama
assessment system di | system. Singaraja.

KPP Pratama
Singaraja’.

17 | (Azizah, 2021) dengan | Mendapatkan Persamaan terhadap | Perbedaan terhadap
judul “Pengaruh | bahwa  kesadaran | penelitian tersebut | penelitian ini ialah
pengetahuan pajak, | bisa memediasi | adalah variabel | variabel independen
sosialisasi pajak, dan | pengetahuan independen  yakni | yaitu sosialisasi
mutu pelayanan fiskus | perpajakan terhadap | pengetahuan pajak, mutu
atas kepatuhan wajib | kepatuhan pajak. perpajakan serta | pelayanan dan
pajak serta kesadaran variabel intervening | variabel dependen
wajib  pajak sebagai kesadaran wajib | kepatuhan pajak
variabel intervening di pajak. Metode | wajib pajak orang
KPP Medan Kota”. penelitian  adalah | pribadi di Medan

kuantitatif. Kota.

Disambung ke halaman berikutnya
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No. Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan

18 | (Setiyani et al., 2018) | Penelitian ini | Persamaan Perbedaan penelitian
dengan judul | menghasilkan yakni | penelitian terdapat | ada di  variabel
“Pengaruh motivasi | kesadaran pajak | pada variabel | independen  vyaitu
wajib pajak dan | dapat memediasi | independen yakni | motivasi pajak dan
pengetahuan antara pengetahuan | pengetahuan variabel  dependen
perpajakan  terhadap | dengan kepatuhan | perpajakan serta | yakni kepatuhan
kepatuhan wajib pajak | pajak. Apabila | variabel intervening | wajib pajak pribadi
orang pribadi dengan | wajib pajak | kesadaran pajak. di Kota Semarang
kesadaran wajib pajak | memiliki kepatuhan dan objek yang
sebagai variabel | yang baik, wajib dipakai pada
intervening (Pada | pajak dapat penelitian  tersebut
kantor pelayanan pajak | melakukan merupakan  wajib
pratama di Kota | kewajibannya pajak pribadi.
Semarang)”. dengan

melaksanakan self
assessment system.

19 | (Purnamasari & | Hasilnya didapatkan | Objek penelitian ini | Hal yang berbeda
Oktaviani, 2020) | bahwa  kesadaran | adalah Wajib Pajak | ada pada variabel
dengan judul | pajak dapat | UMKM. variabel | dependen yakni
“Kesadaran membayar | memediasi independen  yakni | kemauan untuk
pajak memediasi | pengetahuan pajak | pengetahuan pajak | membayar pajak dan
hubungan pengetahuan | pada kemauan wajib | dan variabel | lokasi penelitian
perpajakan  terhadap | pajak untuk | intervening. Metode | berada di Kota
kemauan membayar | membayar  pajak. | dalam penelitian ini | Semarang.
pajak”. Jika wajib pajak | adalah kuantitatif.

mempunyai
kemauan untuk
membayar  pajak,
menandakan wajib
pajak juga
mempunyai
kemauan untuk
melakukan
kewajibannya
sebagai wajib pajak
untuk melaksanakan
self assessment
system.

Disambung ke halaman berikutnya
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perpajakan terhadap

membayarkan pajak,

kesadaran wajib

No. Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan

20 | (Bahri, 2020) | Hasilnya, kesadaran | Kesamaan yaitu | Perbedaan terhadap
dengan judul | pajak bisa memediasi | merupakan variabel | penelitian ini adalah
“Analisis faktor | pengetahuan independen  vyaitu | variabel independen
yang mempengaruhi | perpajakan  dengan | pengetahuan yang mana
kepatuhan wajib | kepatuhan pajak. | perpajakan dan | sosialisasi
pajak dengan | Kepatuhan wajib | variabel intervening | perpajakan serta
kesadaran wajib | pajak akan | kesadaran pajak. kualitas  pelayanan
pajak sebagai | mendorong wajib dengan variabel
variabel pajak untuk dependen kepatuhan
intervening”. melakukan self wajib pajak orang

assessment  system pribadi di KPP
agar dikatakan patuh. Pratama Medan.

21 | (Indrawan Daud, | Pengetahuan serta | Kesamaan terhadap | Perbedaan yaitu
2014) dengan judul | pemahaman akan | penelitian ini ialah | meliputi variabel
“Pengaruh peraturan perpajakan | variabel independen | independen  vyaitu
pengetahuan  dan | dapat mempengaruhi | yakni pengetahuan | efektivitas  sistem
pemahaman, kemauan untuk | pajak dengan | perpajakan dan
efektivitas  sistem | membayar pajak | pemahaman  akan | pelayanan oleh
perpajakan, dan | melalui variabel | peraturan fiskus serta variabel
pelayanan fiskus | intervening kesadaran | perpajakan serta | terikat yaitu
terhadap kemauan | pajak. variabel intervening | kemauan membayar
membayar pajak kesadaran pajak | pajak pada wajib
dengan kesadaran yang sama. Metode | pajak pribadi dengan
pajak sebagai penelitian yang | status pekerjaan
variabel intervening digunakan adalah | bebas  di KPP
(Studi Empiris pada kuantitatif. Pratama
KPP Pratama Bangkinang.
Bangkinang) .

22 | (Zainuddin, 2017) | Mendapatkan bahwa | Kesamaan Yang membedakan
dengan judul | kesadaran pajak bisa | penelitian tersebut | pada penelitian ini
“Pengetahuan dan | memediasi yaitu variabel | ialah variabel
pemahaman aturan | pemahaman peraturan | independen independen  yakni
perpajakan, kualitas | perpajakan akan | pengetahuan serta | kualitas pelayanan
pelayanan dan | kemauan pemahaman aturan | serta persepsi
persepsi atas | membayarkan pajak. | perpajakan dengan | efektivitas  sistem
efektivitas sistem | Jika terdapat kemauan | variabel intervening | pajak untuk wajib

pajak orang pribadi

kemauan membayar | maka wajib pajak juga | pajak. dengan  pekerjaan
pajak dengan | mau untuk bebas di  Kota
kesadaran melaksanakan Ternate.

membayar pajak | kewajibannya.

sebagai variabel

intervening”.

Sumber : Data publikasi ilmiah, 2022
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2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan analisis dalam landasan teori di atas,

maka kerangka konsep serta variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan adalah :

Theory of planned behavior

— |

Behavior beliefs Norma beliefs Control beliefs
Pengetahuan Intention to Pengetahuan
perpajakan dan |- > behavior < perpajakan dan
pemahaman peraturan pemahaman peraturan
v

Kesadaran pajak

v

Self assessment system

Keterangan :
—— »  Pengaruh langsung
-------------- »  Pengaruh tidak langsung

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Penelitian
Sumber : Data diolah, 2023
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2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengetahuan perpajakan akan penerapan kesadaran pajak.

Pengetahuan merupakan informasi yang diperoleh seseorang dengan cara
melakukan pengamatan dengan akal budi yang dimiliki terhadap benda, gejala, dan
kejadian yang baru diperoleh, tidak sampai di situ informasi yang diperoleh harus
segera diolah dengan pemahaman hingga menghasilkan pola yang mampu
menciptakan tindakan untuk mengarahkan atau mengambil keputusan salah satunya

adalah mendorong terciptanya kesadaran pajak.

Pengetahuan perpajakan juga merupakan salah satu faktor pendukung
terbentuknya kesadaran pajak. Jika memiliki kesadaran pajak wajib pajak dapat
melaksanakan kewajiban pajaknya. Dalam penelitian (Bahri, 2020) mendapatkan
bahwa semakin memadai pengetahuan wajib pajak, pada meningkatkan kesadaran
pajak WPOP pada KPP Pratama Medan Kota. Begitu juga dengan penelitian oleh
(Prasetyana & Febriani, 2022) mendapatkan bahwa pengetahuan perpajakan
berpengaruh akan kesadaran wajib pajak. Maka dari itu, peneliti merumuskan

sementara hipotesis yaitu :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan akan kesadaran

wajib pajak.
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2.4.2 Pengetahuan perpajakan terhadap self assessment system

Pengetahuan perpajakan ialah seperangkat informasi didapatkan oleh wajib
pajak baik yang ditempuh pada pendidikan formal atau pendidikan non-formal.
Pengetahuan pajak tersebut digunakan sebagai informasi yang dapat dijadikan
pedoman dalam melaksanakan kewajiban pajaknya salah satunya ialah melaksanakan
self assessment system. (Putri, Saerang, et al., 2019) menganalisis perilaku wajib pajak
yang menyelenggarakan self assessment system mendapatkan bahwa penyelenggaraan
self assessment system tidak berjalan sebagaimana semestinya jika wajib pajak tidak
mempunyai pengetahuan pajak yang mapan. (Setyaningsih & Harsono, 2021) dalam
penelitiannya juga mendapatkan bahwa dalam penyelenggaraan self assessment system
UMKM pada Kota Tomohon tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena
kurangnya pengetahuan wajib pajak UMKM. Begitu pun pada wajib pajak pribadi di
Malaysia, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan self
assessment system (Palil, 2010). Berdasarkan ketiga kondisi tersebut penulis dapat

menyimpulkan sementara hipotesis yaitu :

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan akan self assessment

system.
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2.4.3 Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran pajak

Pemahaman peraturan perpajakan yang baik akan menimbulkan kesadaran atas
pemahaman bahwa wajib pajak membayarkan pajak kepada negara untuk menunjang
pembangunan ekonomi. (Ananda et al., 2015) menyatakan bahwasanya wajib pajak
yang mempunyai pemahaman peraturan perpajakan memadai dengan sendiri akan
menghitung pajak terutang. Hal tersebut berarti pemahaman perpajakan berpengaruh
akan kesadaran pajak untuk menghitung pajak yang terutang. (Subarkah & Dewi, 2017)
mendapatkan hal yang sama yaitu pemahaman peraturan perpajakan mempunyai
pengaruh pada kepatuhan pajak. (Marista et al., 2014) menemukan pemahaman
peraturan perpajakan juga memiliki dampak positif signifikan akan kesadaran pajak.

Maka dari itu, peneliti merumuskan sementara hipotesis yakni :

H3 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan akan

kesadaran pajak.

2.4.4 Pemahaman peraturan perpajakan terhadap self assessment system

Pemahaman dan pengetahuan merupakan dua hal yang berbeda. Pemahaman
adalah penyempurnaan dari pengetahuan. Pemahaman merupakan implementasi dari
seperangkat pengetahuan yang diperoleh wajib pajak, misalnya dalam menghitungkan,
menetapkan, dan melapor pajak. Maka dari itu diharapkan wajib pajak yang
mempunyai pemahaman perpajakan maka memiliki kecapan dalam penerapan self

assessment system. (Supriyanto et al., 2015) pada penelitiannya mendapati jika
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pemahaman akan aturan pajak berpengaruh signifikan positif akan penyelenggaraan
self assessment system. Dalam penelitian (Putri, Saerang, et al., 2019) mendapatkan
bahwa wajib pajak UMKM yang memiliki pemahaman perpajakan dan ditunjang
dengan pengetahuan yang tinggi dapat menyelenggarakan self assessment system
dengan cakap. Kondisi yang sama juga dijumpai pada UMKM yang berada di kota
Jakarta, yang mana pemahaman akan aturan perpajakan dapat berpengaruh signifikan
terhadap penyelenggaraan self assessment system (Baradja et al., 2020). Maka dari itu,

penulis merumuskan hipotesis sementara yakni :

H4 : Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan akan

penerapan self assessment system.

2.4.5 Kesadaran pajak terhadap penerapan self assessment system.

Kesadaran pajak merupakan kerelaan wajib pajak untuk membayarkan pajak
tanpa paksaan dengan motivasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara
dengan membayarkan pajak. Kesadaran pajak dapat dikatakan sebagai bagian dari
Kontrol perilaku persepsi (perceived behavioral) dari theory of planned behavior.
Kesadaran pajak timbul akan kontrol penuh atas perilaku yang akan diambil. Wajib
pajak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak tanpa atau dengan faktor
pengetahuan serta pemahaman pajak memadai. (Datu et al., 2020) mendapatkan
bahwasanya kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan self

assessment system. Hal tersebut juga didapatkan oleh (Liyana, 2019) mendapatkan
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yakni kesadaran pajak memiliki pengaruh akan pelaksanaan self assessment system.

Melalui kondisi tersebut penulis dapat merumuskan hipotesis sementara bahwa :

H5 : Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan akan penerapan self

assessment system UMKM di kota Bontang.

2.4.6 Pengetahuan perpajakan terhadap self assessment system melalui variabel

intervening kesadaran pajak

Variabel intervening digunakan merupakan kesadaran pajak. Pengetahuan
perpajakan serta self assessment system adalah dua hal yang berbeda sehingga
membutuhkan variabel yang dapat memediasi kedua variabel tersebut yang mampu
memberi pengaruh secara langsung atau tidak langsung. Kesadaran pajak bisa menjadi
intervening bagi pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi penerapan self
assessment system. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang
memadai, maka dapat meningkatkan kesadaran pajak (Bahri, 2020). Kesadaran juga
menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan self assessment system (Achmad, 2016).
Dengan begitu kesadaran pajak dapat memediasi pengetahuan perpajakan dengan
penyelenggaraan self assessment system. Maka dari itu, dapat dirumuskan hipotesis

sementara bahwa :

H6: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif akan penerapan self

assessment system melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening.
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2.4.7 Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap penerapan self

assessment system dengan variabel intervening kesadaran pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan serta penyelenggaraan self assessment
system juga merupakan kedau variabel yang berbeda. Pemahaman peraturan
perpajakan menandakan sejauh mana pemahaman wajib pajak secara keseluruhan baik
dari manfaat membayarkan pajak dan cara melakukan kewajibannya dengan benar
berdasarkan peraturan perpajakan, sedangkan penerapan self assessment system adalah
proses menghitung, menetapkan, dan melaporkan pajak secara mandiri. Maka dari itu,
pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel intervening yang diduga bisa
berpengaruh secara langsung atau tidak langsung antara pemahaman peraturan
perpajakan dengan penyelenggaraan self assessment system. Semakin wajib pajak
mempunyai pemahaman terkait pelaksanaan self assessment system dapat
mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan self assessment system
(Setyaningsih & Harsono, 2021). (Haq et al.,, 2015) juga mendapatkan bahwa
pemahaman akan peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penyelenggaraan self
assessment system. Kesadaran pajak ialah kondisi wajib pajak yang mematuhi
peraturan perpajakan yang berlaku (Datu et al., 2020). Dari pernyataan tersebut jika
kesadaran pajak adalah kondisi wajib pajak harus menaati ketentuan perpajakan, maka
wajib pajak harus mempunyai pemahaman akan peraturan perpajakan supaya

dikatakan memiliki kesadaran pajak. Salah satu pemahaman yang diatur dalam
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perpajakan ialah penerapan pelaksanaan self assessment system. Dengan ini peneliti

merumuskan sementara hipotesis yaitu :

H7 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan akan

penerapan self assessment system melalui variabel intervening kesadaran pajak.
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METODE PENELITIAN

3.1  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional ialah variabel yang dipakai peneliti guna menguji
kredibilitas yang timbul pada hipotesis yang sudah dirumuskan. Pada penelitian ini,
variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis merupakan pengetahuan perpajakan
(X1), pemahaman peraturan perpajakan (X2), kesadaran pajak (Y1), dan self assessment
system (Y2). Penggunaan variabel X, Xz, Y1, dan Y2 dipilih guna menguji apakah
pengetahuan pajak dan pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh akan

kesadaran pajak dan penerapan self assessment system UMKM di KPP Kota Bontang.

Y1. Kesadaran pajak

Kesadaran pajak yakni kerelaan wajib pajak untuk membayarkan pajak
bertujuan memberi kontribusi kepada pembangunan suatu negara. Adapun indikator

kesadaran pajak yaitu :

Y1l Ada kesadaran wajib pajak UMKM untuk membayarkan pajak.

Disimbolkan dengan (Y1.1) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM mempunyai kesadaran untuk melakukan pembayaran

pajak dengan menghitung dan membayarkan pajak sebagai kewajiban wajib pajak
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Y1.2 Terdapat kesadaran pajak yang timbul dari pemahaman akan fungsi pajak.

Disimbolkan dengan (Y1.2) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM memiliki kesadaran pajak yang disebabkan akan
pemahaman akan salah satu atau keseluruhan dari fungsi pajak itu sendiri yakni fungsi

penerimaan, mengatur, demokrasi, dan redistribusi pendapatan (Kesuma, 2016).

Y1.3 Wajib pajak UMKM dengan suka rela membayar pajak. Disimbolkan dengan

(Y1.3) serta dapat diukur melalui skala likert..

Wajib pajak UMKM membayar pajak dengan sukarela dengan menyisihkan
sedikit penghasilan dari usaha yang dijalankan untuk membayarkan pajak walau tanpa

imbalan secara langsung.

Y14 Kesadaran wajib pajak UMKM untuk mengisi dan membenarkan SPT.

Disimbolkan dengan (Y1.4) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM memiliki kesadaran untuk mengisi SPT sebagai bentuk
kesadaran akan salah satu kewajibannya sebagai wajib pajak dan kesadaran untuk

membenarkan SPT sebagai bentuk kepatuhan pajak.

Indikator terkait kesadaran pajak berjumlah 4 (empat) item dan akan digunakan

skala likert dalam pengukurannya dengan skor 1-5.
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Tabel 3. 1 Pengukuran variabel serta indikator kesadaran pajak (Y1)

45

SPT.

Variabel Indikator Simbol Butiran Total
Dependen Pernyataan | Pernyataan
Kesadaran Pajak | Ada kesadaran wajib pajak UMKM Y.l Y.ila 2
untuk membayar pajak. Y.a.lb
Terdapat kesadaran pajak yang Y.1.2 Y.a.2.a 2
timbul dari pemahaman akan fungsi Y.a.2.b
pajak.
Wajib pajak UMKM secara suka Y.1.3 Y.i3.a 2
rela membayar pajak. Y.1.3.b
Kesadaran wajib pajak UMKM Y4 Y..4.a 2
untuk mengisi dan membenarkan Y.1.4.b

Sumber : Data yang diolah, 2023

Y2. Self Assessment System

Self Assessment system dimana wajib pajak memiliki wewenang guna

melakukan kewajiban pajak dari menghitungkan, menatapkan, dan melaporkan.

Adapun indikator penerapan self assessment system yakni :

Y21 Wajib pajak UMKM menghitung dan menetapkan pajak secara mandiri.

Disimbolkan dengan (Y2.1) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM menghitung pajak terutang berdasarkan jumlah peredaran

bruto yang kemudian disesuaikan dengan tarif yang dikenakan sehingga dapat

menetapkan jumlah pajak terutang.

Y22 Wajib pajak UMKM membayarkan pajak terutang secara mandiri.

Disimbolkan dengan (Y2.2) serta dapat diukur melalui skala likert.
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Wajib pajak UMKM melakukan pembayaran pajak melalui bank, kantor pos,

mesin ATM, dan internet banking.

Y23 Wajib pajak melaporkan pajak dengan SPT secara mandiri. Disimbolkan

dengan (Y2.3) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM melakukan pelaporan pajak dengan online dari website
DJP online atau secara langsung mengunjungi kantor KPP dimana wajib pajak UMKM

terdaftar.

Indikator terkait self assessment system berjumlah 3 (tiga) item dan akan

digunakan skala likert dalam pengukurannya dengan skor 1-5.

Tabel 3. 2 Pengukuran variabel dan indikator self assessment system (Y2)

Variabel Indikator Simbol Butiran Total
Dependen Pernyataan Pernyataan
Self assessment | Wajib pajak UMKM menghitung Y.l Y.o.la 2
system dan menetapkan pajak terutang Y.o.lb

secara mandiri.

Wajib pajak UMKM Y.2.2 Y.2.2.a 2
membayarkan  pajak  terutang Y.2.2.b
secara mandiri.

Wajib pajak melaporkan pajak Y.2.3 Y...3.a 2
dengan SPT secara mandiri. Y...3.b

Sumber : Data yang diolah, 2023
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X1. Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan ialah seperangkat informasi yang menjadi acuan dan
pedoman wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban wajib pajak. Adapun

Indikator pengetahuan pajak :

X1.1 Wajib pajak UMKM mengetahui hak sebagai wajib pajak. Disimbolkan

dengan (X1.1) serta dapat diukur melalui skala likert.

Adapun hak wajib pajak UMKM vyaitu Hak terhadap kelebihan pada
pembayaran pajaknya, hak terhadap kerahasiaan, hak saat wajib pajak diperiksa, hak
untuk permohonan angsuran maupun penundaan membayar pajak, hak guna
melakukan penundaan pelaporan SPT, hak pembebasan pajak, hak permohonan
pembebasan atas pemotongan atau pemungutan Pengurangan PPh, hak untuk
pengembalian kelebihan bayar pajak, hak untuk mendapatkan pajak tertanggung

pemerintah.

X1.2 Wajib pajak UMKM mengetahui Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan. Disimbolkan dengan (X1.2) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM mempunyai pengetahuan berdasarkan dari Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
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X1.3 Wajib pajak UMKM mengetahui objek, subjek, dan tarif pajak UMKM.

Disimbolkan dengan (X1.3) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak mengetahui bahwa objek pajak UMKM adalah pendapatan bruto
setahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Subjek pajak ialah wajib pajak orang pribadi atau
badan yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 milir setahun. Sementara itu
tarif pajak berdasarkan UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) tarif PPh final sebesar
0,5% dikenakan kepada pengusaha dengan peredaran bruto setahunnya di atas nominal
Rp 500.000.000,00 dan pengusaha yang memiliki peredaran bruto tidak sampai Rp
500.000.000,00 setahun dikenakan tarif 0%. Namun, wajib yang tidak membayarkan

pajak masih harus melakukan pencatatan omzet dan pelaporan SPT.

X1.4 Wajib pajak UMKM mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Disimbolkan dengan (X1.4) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM mengetahui definisi sistem perpajakan pada negara
Indonesia terdapat 3 jenis yakni official assessment system, self assessment system, dan

withholding assessment system.

Indikator terkait kesadaran pajak berjumlah 4 (empat) item dan akan digunakan

skala likert dalam pengukurannya dengan skor 1-5.
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Tabel 3. 3 Pengukuran variabel dan indikator pengetahuan perpajakan (X1)

Variabel Indikator Simbol Butiran Total
Independen Pernyataan | Pernyataan
Pengetahuan Wajib pajak UMKM mengetahui X1 X.a.la 2
perpajakan hak sebagai wajib pajak X.a1.1lb

Wajib pajak UMKM mengetahui X.1.2 X.a.2.a 2

Ketentuan Umum dan Tata Cara X.1.2.b

Perpajakan.

Wajib pajak UMKM mengetahui X.1.3 X.a1.3.a 2

objek, subjek, dan tarif pajak UMKM X.1.3.b

Wajib pajak UMKM mengetahui X.1.4 X..4.a 2

sistem  pemungutan pajak di X.1.4.b

Indonesia.

Sumber : Data yang diolah, 2023

X2.Pemahaman peraturan perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan ialah peningkatan terhadap pengetahuan
yang sengaja dilakukan untuk memahami dengan baik akan suatu permasalahan yang
ingin diketahui. Dalam pajak, wajib pajak tidak hanya dituntut untuk mengetahui hak
serta kewajibannya sebagai wajib pajak namun wajib pajak wajib paham dengan baik
peraturan yang mengatur berjalannya hak dan kewajiban pajak. Adapun Indikator

pemahaman peraturan perpajakan :

X2.1 Wajib pajak UMKM memahami persyaratan pembuatan NPWP.

Disimbolkan melalui (X2.1) serta dapat diukur melalui skala likert.
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Wajib pajak UMKM memahami manfaat, tata cara penerbitan, dokumen yang
dibutuhkan untuk penerbitan NPWP berdasarkan jenis usahanya (Rahayu & Putranto,

2020).

X2.2 Wajib pajak UMKM memahami perhitungan pajak dengan tarif.

Disimbolkan melalui (X2.2) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak memiliki kemampuan untuk menghitung peredaran bruto sebulan
yang kemudian dapat menghitung berdasarkan kategori tarif yang dikenakan yaitu 0%

atau 0,5%.

X2.3 Pemahaman akan cara kerja Faktur Pajak, SSP, dan SPT. Disimbolkan

dengan (X2.3) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak memiliki telah menggunakan faktur pajak dalam kegiatan
usahanya. Wajib pajak memahami cara membuat faktur pajak keluaran dan masukan.
Wajib pajak memiliki kemampuan dalam mengisi SSP dan telah melampirkan kepada
tempat yang berwenang. Wajib pajak juga memiliki kemampuan untuk menyetorkan
pajak secara online melalui e-billing. Wajib pajak UMKM memiliki kemampuan untuk
mengisi SPT secara mandiri sesuai dengan jenisnya dan melengkapi berkas dan

dokumen yang wajib dilampirkan.

X2.4 Wajib pajak UMKM memahami penyebab dikenakan sanksi. Disimbolkan

dengan (X2.4) serta dapat diukur melalui skala likert.
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Wajib pajak UMKM memahami pelanggaran yang akan dikenai sanksi pajak
yaitu keterlambatan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dan SPT Masa lainnya, SPT
Tahunan PPh wajib pajak badan dan pribadi, wajib pajak yang menyampaikan data
yang tidak benar pada SPT, serta keberatan dan permohonan wajib pajak baik diterima

atau ditolak sebagian oleh otoritas pajak maupun pengadilan pajak.

X2.5 Wajib pajak UMKM memahami akan pelaksanaan pembukuan dan

pencatatan. Disimbolkan dengan (X2.5) dan diukur menggunakan skala likert.

Pencatatan merupakan pengumpulan data-data baik data fisik maupun data
online yang dapat menjadi sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
Pembukuan adalah mengumpulkan data dan informasi terkait keuangan meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Pada skala usaha menengah dan besar
pencatatan dan pembukuan tersebut maka akan menghasilkan laporan keuangan yang
dapat dijadikan perhitungan yang menentukan peredaran bruto yang kemudian akan

disesuaikan dengan tarif pajak sesuai dengan peredaran bruto sebulan.

X2.6 Wajib pajak UMKM memahami peraturan yang mengatur tentang
penyelenggaraan perpajakan UMKM. Disimbolkan dengan (X2.6) dan diukur

menggunakan skala likert.

Ketentuan dan peraturan yang mengatur pajak UMKM terbaru terdapat pada
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau disingkat UU

HPP.
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Indikator terkait kesadaran pajak berjumlah 6 (enam) item dan akan digunakan

skala likert dalam pengukurannya dengan skor 1-5.

Tabel 3. 4 Pengukuran variabel serta indikator pemahaman peraturan perpajakan

(X2)
Variabel Indikator Simbol Butiran Total
Independen pernyataan pernyataan
Pemahaman Wajib pajak X.2.1 X.2.l.a 2
peraturan UMKM X.2.1.b
perpajakan memahami
persyaratan
pembuatan
NPWP.
Wajib pajak X.2.2 X.2.2.2 2
UMKM X.2.2.b
memahami
perhitungan pajak
dengan tarif.
Pemahaman akan X.2.3 X.2.3.a 2
cara kerja Faktur X.2.3.b
Pajak, SSP, dan
SPT.
Wajib pajak X.2.4 X.24.a 2
UMKM X.2.4.b
memahami
penyebab
dikenakan sanksi.
Wajib pajak X.2.5 X.2.b.a 2
UMKM X.2.5.b
memahami akan
pelaksanaan
pembukuan dan
pencatatan.
Wajib pajak X.2.6 X.2.6.a 2
UMKM X.2.6.b
memahami

peraturan yang
mengatur tentang
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penyelenggaraan
perpajakan
UMKM.

Sumber : Data yang diolah, 2023

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis data kuantitatif dengan sumber
data merupakan data primer dan data sekunder. (Domunikus Dolet Unaradjan, 2019)
mendefinisikan bahwa data primer ialah data yang diperoleh melalui survei dengan
melakukan pengumpulan data secara mandiri. Pada penelitian ini data primer ialah
dengan melakukan survei kuesioner penelitian terhadap wajib pajak UMKM. Data
sekunder yang digunakan adalah jumlah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kota Bontang.

3.3  Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2013) populasi yaitu wilayah generalisasi yang mana
terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik yang telah
ditentukan peneliti untuk diteliti serta menarik kesimpulan. Populasi penelitian ini ialah
jumlah unit UMKM vyang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpada Satu Pintu Kota Bontang. Total UMKM yang hingga tahun 2022 sejumlah

10.728 unit usaha UMKM.
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3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian daripada populasi. Maka dari itu, sampel menuntut
representatif agar dapat mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2013). Yang menjadi
kriteria dalam pemilihan sampel yang akan digunakan ialah UMKM vyang terdaftar
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kota Bontang.
Metode yang dipakai guna menentukan jumlah sampel adalah metode Stratified
Random Sampling. Stratified Random Sampling adalah pemilihan sampel dengan
membagi populasi dalam beberapa strata berdasarkan karakteristik setiap tingkatan
(Djarwanto, 1996). Populasi yang menjadi sampel adalah 10.728 unit usaha UMKM
yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kota
Bontang pada tahun 2022. Cara mengambil sampel dengan cara melakukan pengisian

kuesioner oleh wajib pajak UMKM.

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin :

N
= I F Nez

n = Jumlah sampel yang akan dicari
N = Populasi
e = persenan kekeliruan dalam menentukan sampel dengan toleransi 5% (0,05)

_ 10.728 )
"~ 1+10.728(0,05)

n

= 385,64
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Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 385,64 dibulatkan 386 unit usaha

sebagai responden.

Dari 386 sampel yang diambil akan dibagi secara proporsional kembali

berdasarkan tingkatan strata UMKM vyang telah terdaftar pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kota Bontang.

Tabel 3. 5 Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha

No. Jenis Usaha Mikro | Kecil | Menengah | Jumlah

1 Perdagangan dan reparasi 4516 14 8 4,539

2 Industri makanan 1.418 8 2 1.427

3 Restoran dan hotel 2.273 9 3 2.285

4 Listrik, air, dan gas 78 1 - 79

5 Perumahan, kawasan industri, dan 23 - - 23
perkantoran

6 Jasa lainnya 752 6 1 759

7 Konstruksi 5 1 - 6

8 Industri tekstil 450 2 - 452

9 Industri kimia dan farmasi 26 1 - 27

10 | Perikanan 384 2 - 384

11 | Industri lainnya 94 - - 94

12 | Tanaman pangan, perkebunan, dan 283 - - 283
peternakan

13 | Industri barang dari kulit dan alas kaki 12 - - 12

14 | Industri kertas dan percetakan 57 - - 57

15 | Industri logam dasar, barang logam, bukan 17 - - 17
mesin dan peralatannya

16 | Transportasi, gudang, dan telekomunikasi 219 1 - 220

17 | Pertambangan - - 1 1

18 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen 20 - - 20
Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi,
Optik dan Jam

19 | Industri Karet dan Plastik 6 - - 6

20 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat 12 - - 12
Transportasi Lain

21 | Industri Mineral Non Logam 10 - - 10
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22 | Kehutanan 2 - - 2
23 | Industri kayu 11 - - 11
Grand Total 10.668 | 45 15 10.728
Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kota Bontang, 2023
Tabel 3. 6 Persentase distribusi sampel

No. Jenis Usaha Mikro Kecil | Menengah

1 Perdagangan dan reparasi 42,33% | 31,11% 53,33%

2 Industri makanan 13,29% | 17,78% 13,33%

3 Restoran dan hotel 21,31% | 20,00% 20,00%

4 Listrik, air, dan gas 0,73% 2,22% 0,00%

5 Perumahan, kawasan industri, dan 0,22% 0,00% 0,00%
perkantoran

6 Jasa lainnya 7,05% | 13,33% 6,67%

7 Konstruksi 0,05% 2,22% 0,00%

8 Industri tekstil 4,22% 4,44% 0,00%

9 Industri kimia dan farmasi 0,24% 2,22% 0,00%

10 | Perikanan 3,60% 4,44% 0,00%

11 | Industri lainnya 0,88% 0,00% 0,00%

12 | Tanaman pangan, perkebunan, dan 2,65% 0,00% 0,00%
peternakan

13 | Industri barang dari kulit dan alas kaki 0,11% 0,00% 0,00%

14 | Industri kertas dan percetakan 0,53% 0,00% 0,00%

15 | Industri logam dasar, barang logam, bukan 0,16% 0,00% 0,00%
mesin dan peralatannya

16 | Transportasi, gudang, dan telekomunikasi 2,05% 2,22% 0,00%

17 | Pertambangan 0,00% 0,00% 6,67%

18 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen 0,19% 0,00% 0,00%
Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi,
Optik dan Jam

19 | Industri Karet dan Plastik 0,06% 0,00% 0,00%

20 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat 0,11% 0,00% 0,00%
Transportasi Lain

21 | Industri Mineral Non Logam 0,09% 0,00% 0,00%

22 | Kehutanan 0,02% 0,00% 0,00%

23 | Industri kayu 0,10% 0,00% 0,00%

Grand Total 100% 100% 100%

Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kota Bontang, 2023
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Tabel 3. 7 Distribusi sampel

No. Jenis Usaha Mikro Kecil | Menengah
1 Perdagangan dan reparasi 162,33 0,50 0,32
2 Industri makanan 50,97 0,25 0,07
3 Restoran dan hotel 81,70 0,32 0,00
4 Listrik, air, dan gas 2,80 0,04 0,00
5 Perumahan, kawasan industri, dan 0,83 0,00 0,00
perkantoran
6 Jasa lainnya 27,03 0,22 0,04
7 Konstruksi 0,18 0,04 0,00
8 Industri tekstil 16,18 0,07 0,00
9 Industri kimia dan farmasi 0,93 0,04 0,00
10 | Perikanan 13,80 0,07 0,00
11 | Industri lainnya 3,38 0,00 0,00
12 | Tanaman pangan, perkebunan, dan 10,17 0,00 0,00
peternakan
13 | Industri barang dari kulit dan alas kaki 0,43 0,00 0,00
14 | Industri kertas dan percetakan 2,05 0,00 0,00
15 | Industri logam dasar, barang logam, bukan 0,61 0,00 0,00
mesin dan peralatannya
16 | Transportasi, gudang, dan telekomunikasi 7,87 0,04 0,00
17 | Pertambangan 0,00 0,00 0,04
18 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen 0,72 0,00 0,00
Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi,
Optik dan Jam
19 | Industri Karet dan Plastik 0,22 0,00 0,00
20 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat 0,43 0,00 0,00
Transportasi Lain
21 | Industri Mineral Non Logam 0,36 0,00 0,00
22 | Kehutanan 0,07 0,00 0,00
23 | Industri kayu 0,40 0,00 0,00
Grand Total 383 2 1

Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kota Bontang, 2023

57

57



58

3.3.3. Karakteristik Sampel

Terdapat beberapa karakteristik sampel yang digunakan dalam pemilihan

sampel dalam pengisian kuesioner yang akan dibagikan yaitu :

1. Wajib UMKM orang pribadi dan badan yang berdomisili di Kota
Bontang.

2. Wajib Pajak UMKM yang memiliki NPWP.

3. Wajib pajak yang pernah melakukan perhitungan, pembayaran, dan

pelaporan atas pajak usaha yang dilaksanakan.

3.4  Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan kuesioner yang kemudian
diberikan kepada responden wajib pajak UMKM di Kota Bontang. Kuesioner
berisikan pernyataan positif dan negatif yang diberikan skor sesuai jenis pernyataan.
Kuesioner tersebut menggunakan skala likert 1 - 5. Skala likert adalah metode yang
mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setujuannya terhadap subjek,

objek atau kejadian (Indriantoro & Supomo, 2018).

Skoring pernyataan bersifat positif :

1. Sangat Setuju (SS) mendapat skor 5
2. Setuju (S) mendapat skor 4
3. Ragu-ragu (RR) mendapat skor 3
4. Tidak setuju (TS) mendapat skor 2
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5. Sangat tidak setuju (STS) mendapat skor 1

Skoring pernyataan bersifat negatif :

1. Sangat Setuju (SS) mendapat skor 1
2. Setuju (S) mendapat skor 2
3. Ragu-Ragu (RR) mendapat skor 3
4. Tidak setuju (TS) mendapat skor 4
5. Sangat tidak setuju (STS) mendapat skor 5

35 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah semua data diperoleh
dari responden atau data lain yang dengan mengelompokkan data, mentabulasi data,
menyajikan data, melakukan perhitungan guna menjawab rumusan masalah serta untuk
menguji hipotesis yang telah ada (Sugiyono, 2013). Alat analisis yang akan digunakan
adalah Software SmartPLS version 4.0. Analisis PLS ialah sebuah teknik statistika
dimana dilakukan perbandingan antara variabel dependen dan independen. PLS sendiri
bertujuan memaksimalkan variansi dependen yang dapat terjelaskan dalam model dan
juga mengevaluasi kualitas data berdasarkan model pengukuran. Pengukuran model
PLS menggunakan outer model dan inner model menggunakan aplikasi SmartPLS

version 4.0.
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3.5.1. Model pengukuran (Outer Model)

Pengukuran outer model menjelaskan hubungan apa terjadi antara variabel
laten dan dengan variabel manifestasi (Alfa et al., 2017). Terdapat dua jenis model
indikator pada outer model yaitu model indikator refleksif. dan model indikator

formatif. Persamaan indikator refleksif adalah :

X:Axé'i‘gx

Y =Ayn+ey

X dan Y merupakan indikator atau manifes variabel.

X = indikator yang berhubungan dengan eksogen (&) (dipengaruhi).

Y = indikator yang berhubungan dengan laten endogen (I]) (dipengaruhi).

Axdan Ay = matriks koefisien yang menghubungkan variabel laten dan indikatornya.

ex dan gy = residual kesalahan pengukuran.

X1 =2Ax1 &l + Ax1 £2 + Ax1 E3 + Ax1 &4 + 81

x2=Ax2 El + Ax2 E2 + AX2 E3 + Ax2 &4 +Ax2 E5 + Ax2 £6 + 82

yl=Aylnl +Ayln2+ Ayl n3+ Ayl n4d + ¢l

y2=Ay2nl +Ay2n2+Ay2n3+el
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3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas ialah alat yang dipakai sebagai alat ukur seberapa tepat atau
cermatnya item yang akan dipakai sebagai alat pengukur. Kuesioner sah dinyatakan
valid apabila item pada setiap pertanyaan kuesioner berhasil mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur pada kuesioner (Janna & Herianto, 2021). Dalam penggunaan

SmartPLS version 4.0 sebagai uji validitas maka terdapat dua uji yaitu :

3.5.1.1.1 Uji Validitas Konvergen

Uji validitas diadakan guna melakukan pengukuran validitas sebuah indikator
refleksif untuk pengukur variabel dengan melihat nilai outer loading pada masing-
masing indikator pada variabel antara score/componentscore dengan construct score.
Konvergensi validitas masing-masing indikator diuji dengan menggunakan limit

loading factor sebesar 0,7 (Amalia, 2018)

3.9.1.1.2 Uji Validitas Diskriminan

Membandingkan akar kuadrat yang diekstraksikan dari pada varian rata-rata
dan nilai validitas diskriminan (AVE). Pengukuran cross loading dengan konstruk
digunakan untuk mengevaluasi model pengukuran. Konstruk laten memprediksi
indikator lebih baik daripada konstruk lainnya jika korelasi konstruk dengan masing-
masing indikator lebih besar dari ukuran konstruk lainnya. Validitas diskriminan yang
baik dicapai ketika nilai AVE lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk (Irwan &

Adam, 2015).
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3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Jika instrumen penelitian telah diuji seberapa baik kevaliditasannya, maka
selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Menurut (Taniredja & Mustafidah, 2011)
reliabilitas merupakan instrumen yang reliabel dan cukup dipercaya untuk
menghasilkan data yang baik sehingga berapa kali pun dilakukan pengujian akan
menghasilkan hasil yang sama. Dalam penelitian dengan metode PLS menggunakan
uji reliabilitas dengan melakukan penilaian composite reliability dan nilai cronbach
alpha. (Irwan & Adam, 2015) menyebutkan jika composite reliability pc > 0,8 maka
disimpulkan bahwa konstrak mempunyai reliabilitas yang cukup tinggi atau reliabel
dan jika pc > 0,6 maka disimpulkan cukup reliabel. Sedangkan, cronbach alpha

dikatakan baik jika 0,5 dan cukup jika 0,3.

3.5.2 Pengukuran struktural (Inner Model)

Pengukuran inner model sering juga disebut pengukuran model struktural
adalah pengukuran yang dilakukan guna melihat hubungan yang terjadi antara
konstruk, nilai signifikansi dan R-square. Penilaian model struktural dimulai dari
melihat nilai R-Square pada setiap variabel laten endogen yang memiliki kekuatan
prediksi dari model struktural. Model prediksi penelitian akan semakin membaik jika
nilai R2 semakin tinggi. Nilai koefisien pada path dan juga inner model ditunjukkan
pada nilai t-statistic wajib berada di atas 1,64 pada suatu hipotesis (one-tailed) guna
menguji hipotesis alpha 5% serta power 80%. Model persamaan dinyatakan dalam :

Perubahan yang terjadi pada nilai R-Square bisa digunakan untuk menjelaskan suatu
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pengaruh dari variabel laten eksogen terhadap variabel endogen apakah keduanya
memiliki pengaruh substantif. Nilai R-Square 0,67 (kuat), 0,33 (moderat), 0,19

(lemah).
Model persamaan :
n=Bo+Pni+ré+g
Keterangan :
n : Vektor endogen atau dependen dari variabel laten.
& : Vektor variabel laten eksogen atau independen.
¢ : Vektor residual atau unexplained-variance.

n=PBo+PByl.l + ByLl.2 + Byl.3 | By2.1 + By2.2 + By.2.3 + By.2.4 | x1.1 +rx1.2

+rx1.3+rx1.4 | rx2.1 + rx2.2 + rx2.3 + rx2.4 + rx2.5 + rx2.6 + &

PLS juga didesain untuk melihat kaitan dari antar variabel laten atau casual

chain system. Persamaan dari casual chain system :
ITi = Zi Bji ni + Zi yjb &b + ¢j

Bi maupun yi merupakan koefisien jalur yang dapat mengaitkan antar variabel
independen & dan 11 terhadap variabel dependen selagi rentang indeks I dan b, dan ci

merupakan level seberapa besar kesalahan pada perhitungan(inner resudial error).
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3.5.3 Penguji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan kepada bukti sampel dan
teori probabilitas yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis yang bersangkutan
merupakan pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak di tolak, atau hipotesis
tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak (Mason et al., 1999). Pengujian
hipotesis dilakukan guna menguji pengaruh secara parsial antara variabel eksogen
(pengetahuan perpajakan serta pemahaman akan peraturan perpajakan) terhadap
variabel endogen (kesadaran pajak dan penerapan self assessment system wajib pajak
UMKM) yang dilihat dengan nilai t-value dari masing-masing path. Hasil dari
penelitian ini diolah dengan menggunakan alat PLS dengan menggunakan aplikasi
SmartPLS version 4.0. Dari aplikasi SmartPLS version 4.0 ini dapat diuji apakah

variabel yang telah disusun dalam hipotesis dapat diterima atau sebaliknya.

Uji hipotesis menggunakan Calculate Bootstraping untuk melihat hubungan
antara variabel independen pada variabel dependen. Jika p-value < 0,05 maka variabel
independen dan variabel dependen saling berhubungan atau memiliki positif signifikan
berarti hipotesis dapat diterima. Sebaliknya jika p-value > 0,05 maka variabel
independen dan dependen tidak saling berhubungan atau tidak memiliki positif

signifikan.
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BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

4.1.1 Sejarah Instansi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang telah berdiri setelah
ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 pada tanggal
23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan yang
dimana sebelum berubah menjadi KPP Pratama Bontang masih bernama KPP Bontang.
Perubahan nama terjadi saat Direktorat Jenderal Pajak melakukan proses modernisasi
yang dilakukan pada 2009, sehingga KPP Bontang berubah menjadi KPP Pratama

Bontang.

4.1.2 Fungsi dan Struktural KPP Pratama Bontang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Bontang memiliki

struktur organisasi yang terdapat satu Kepala Kantor dan sepuluh seksi/subbag, yaitu :

1. Kepala Kantor

2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
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Menangani urusan terkait kepegawaian, keuangan, tata usaha, pemantauan
pengendalian intern dan kode etik disiplin serta penyusunan rekomendasi
perbaikan proses bisnis.

Seksi Peminjaman Kualitas Data

Bertugas untuk melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dan tindak
lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan
dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta melaksanakan
penyusunan monografi fiskal dan pengelolaan administrasi produk hukum
dan produk pengolahan data perpajakan.

Seksi Pelayanan

Bertugas untuk melakukan analisis, penjabaran, pengelolaan dalam rangka
pemberian layanan perpajakan, menyelesaikan permohonan saran dan
pengaduan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen
perpajakan dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan
penerbitan produk layanan perpajakan.

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Bertugas untuk melakukan analisis, penjabaran, pengelolaan dalam rangka
mencapai target pendapatan pajak, melaksanakan penagihan, penundaan dan
angsuran tunggakan pajak, serta melaksanakan penatausahaan piutang pajak.
Seksi Pengawasan I, I1, 111, 1V, V, dan VI

Bertugas untuk melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam

rangka wajib pajak telah mematuhi peraturan perundang-undangan
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perpajakan, pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak,
penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, imbauan dan konseling
terhadap wajib pajak, serta melaksanakan pengelolaan administrasi
penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan

perpajakan.

4.1.3 Visi dan Misi

Visi KPP Pratama Bontang yaitu memberikan pelayanan kepada publik dan

berkontribusi memberikan penerimaan pajak yang terbaik bagi Negara Indonesia

Misi KPP Pratama Bontang yaitu :

1. Menyediakan pelayanan publik yang terbaik dengan tuntas, ikhlas, dan
tegas.

2. Institusi yang berintegritas, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas
sumber daya manusia.

3. Mengembangkan sinergi dan terus berkolaborasi dengan stake holders
guna mendukung tujuan institusi dan Negara Indonesia

4. Mengumpulkan penerimaan pajak dengan optimal guna mendukung

kemandirian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4.2 Deskripsi Data

Data penelitian ini didapatkan melalui menyebarkan kuesioner pada responden

yang sesuai kriteria dengan menggunakan google form dan penggunaan Kkertas

67



68

kuesioner kepada wajib pajak UMKM sebagai subjek penelitian. Populasi pelaku
usaha UMKM dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kota
Bontang berjumlah 10.728 pelaku usaha aktif di Kota Bontang. Untuk menetapkan
besaran sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat eror atau kesalahan sebesar

5%.

Adapun Rumus Slovin :

"1+ Ne2
n = Jumlah sampel yang akan dicari
N = Populasi

e = persenan kekeliruan dalam menentukan sampel dengan toleransi 5% (0,05)

_ 10.728
~ 1+10.728 (0,05)

= 385,62

Sehingga sampel yang didapatkan untuk penelitian ini sebanyak 385,64 dibulatkan 386
unit usaha sebagai responden. Jumlah tersebut kemudian di distribusikan ke dalam

jenis usaha yang dijalankan.

Tabel 4.1 Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha

No. Jenis Usaha Mikro | Kecil | Menengah | Jumlah
1 Perdagangan dan reparasi 4516 14 8 4.538
2 Industri makanan 1.418 8 2 1.427
3 Restoran dan hotel 2.273 9 3 2.285
4 Listrik, air, dan gas 78 1 - 79
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5 Perumahan, kawasan industri, dan 23 - - 23
perkantoran

6 Jasa lainnya 752 6 1 759

7 Konstruksi 5 1 - 6

8 Industri tekstil 450 2 - 452

9 Industri kimia dan farmasi 26 1 - 27

10 | Perikanan 384 2 - 384

11 | Industri lainnya 94 - - 94

12 | Tanaman pangan, perkebunan, dan 283 - - 283
peternakan

13 | Industri barang dari kulit dan alas kaki 12 - - 12

14 | Industri kertas dan percetakan 57 - - 57

15 | Industri logam dasar, barang logam, bukan 17 - - 17
mesin dan peralatannya

16 | Transportasi, gudang, dan telekomunikasi 219 1 - 220

17 | Pertambangan - - 1 1

18 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen 20 - - 20
Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi,
Optik dan Jam

19 | Industri Karet dan Plastik 6 - - 6

20 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat 12 - - 12
Transportasi Lain

21 | Industri Mineral Non Logam 10 - - 10

22 | Kehutanan 2 - - 2

23 | Industri kayu 11 - - 11

Grand Total 10.668 | 45 15 10.728
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kota Bontang, 2023
Tabel 4.2 Persentase distribusi sampel

No. Jenis Usaha Mikro Kecil | Menengah

1 Perdagangan dan reparasi 42,33% | 31,11% 53,33%

2 Industri makanan 13,29% | 17,78% 13,33%

3 Restoran dan hotel 21,31% | 20,00% 20,00%

4 Listrik, air, dan gas 0,73% 2,22% 0,00%

5 Perumahan, kawasan industri, dan 0,22% 0,00% 0,00%
perkantoran

6 Jasa lainnya 7,05% | 13,33% 6,67%

7 Konstruksi 0,05% 2,22% 0,00%
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8 Industri tekstil 4,22% 4,44% 0,00%
9 Industri kimia dan farmasi 0,24% 2,22% 0,00%
10 | Perikanan 3,60% 4,44% 0,00%
11 | Industri lainnya 0,88% 0,00% 0,00%
12 | Tanaman pangan, perkebunan, dan 2,65% 0,00% 0,00%
peternakan
13 | Industri barang dari kulit dan alas kaki 0,11% 0,00% 0,00%
14 | Industri kertas dan percetakan 0,53% 0,00% 0,00%
15 | Industri logam dasar, barang logam, bukan 0,16% 0,00% 0,00%
mesin dan peralatannya
16 | Transportasi, gudang, dan telekomunikasi 2,05% 2,22% 0,00%
17 | Pertambangan 0,00% 0,00% 6,67%
18 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen 0,19% 0,00% 0,00%
Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi,
Optik dan Jam
19 | Industri Karet dan Plastik 0,06% 0,00% 0,00%
20 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat 0,11% 0,00% 0,00%
Transportasi Lain
21 | Industri Mineral Non Logam 0,09% 0,00% 0,00%
22 Kehutanan 0,02% 0,00% 0,00%
23 | Industri kayu 0,10% 0,00% 0,00%
Grand Total 100% 100% 100%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kota Bontang, 2023

Tabel 4.3 Distribusi sampel

No. Jenis Usaha Mikro Kecil | Menengah
1 Perdagangan dan reparasi 162,33 0,50 0,32
2 Industri makanan 50,97 0,25 0,07
3 Restoran dan hotel 81,70 0,32 0,00
4 Listrik, air, dan gas 2,80 0,04 0,00
5 Perumahan, kawasan industri, dan 0,83 0,00 0,00
perkantoran
6 Jasa lainnya 27,03 0,22 0,04
7 Konstruksi 0,18 0,04 0,00
8 Industri tekstil 16,18 0,07 0,00
9 Industri kimia dan farmasi 0,93 0,04 0,00
10 | Perikanan 13,80 0,07 0,00
11 | Industri lainnya 3,38 0,00 0,00
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12 | Tanaman pangan, perkebunan, dan 10,17 0,00 0,00
peternakan
13 | Industri barang dari kulit dan alas kaki 0,43 0,00 0,00
14 | Industri kertas dan percetakan 2,05 0,00 0,00
15 | Industri logam dasar, barang logam, bukan 0,61 0,00 0,00
mesin dan peralatannya
16 | Transportasi, gudang, dan telekomunikasi 7,87 0,04 0,00
17 | Pertambangan 0,00 0,00 0,04
18 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen 0,72 0,00 0,00
Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi,
Optik dan Jam
19 | Industri Karet dan Plastik 0,22 0,00 0,00
20 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat 0,43 0,00 0,00
Transportasi Lain
21 | Industri Mineral Non Logam 0,36 0,00 0,00
22 | Kehutanan 0,07 0,00 0,00
23 | Industri kayu 0,40 0,00 0,00
Grand Total 383 2 1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kota Bontang, 2023

4.3 Gambaran Umum Objek Penelitian

71

Populasi pada penelitian ini adalah para pelaku usaha UMKM di Kota Bontang

dengan jumlah total keseluruhan unit usaha yang ada sebanyak 10.728 unit usaha. Dari

populasi tersebut kemudian didapatkan 386 sampel yang dimana terdiri dari 382 unit

usaha mikro, 2 unit usaha kecil, dan 1 unit usaha menengah. Adapun kriteria yang harus

dipenuhi bagi responden yang akan mengisi kuesioner yaitu memiliki NPWP pribadi

atau usaha, pernah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak atas

usahanya dan berdomisili di Kota Bontang. Dari 386 unit usaha tersebut kemudian

dikelompokkan berdasarkan jenis usaha, jenis kelamin, lama usaha, pendidikan

terakhir, usia, riwayat pendidikan perpajakan, dan pendapatan bersih per tahun.
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4.3.1 Deskripsi Karakteristik Responden
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Deskripsi karakteristik merupakan deskripsi yang menjabarkan gambaran atas

identitas responden pada penelitian ini. Dengan menjabarkan identitas responden yang

telah menjadi sampel pada penelitian ini maka diperoleh informasi terkait identitas

responden dalam penelitian ini.

4.3.1.1 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4.4 Gambaran umum responden berdasarkan jenis usaha

Jenis usaha Jumlah | Persentase (%)

Perdagangan dan Reparasi 166 43%
Industri makanan 51 13,2%
Restoran dan hotel 82 21,2%
Listrik, gas, dan air 3 0,8%
Jasa lainnya 27 7%
Industri tekstil 16 4,1%
Industri kimia dan farmasi 1 0,3%
Perikanan 14 3,6%
Tanaman, perkebunan, dan peternakan 10 2,6%
Industri kertas dan percetakan 2 0,5%
Transportasi, gudang, dan telekomunikasi 8 2,1%
Industri logam, barang logam, bukan mesin dan perlatan 1 0,3%
Industri lainnya 3 0,8%
Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran 1 0,3%
Industri mesin 1 0,3%

Total 386 100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4.3.1.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pemilik Usaha

Gambaran umum dari responden berdasarkan jenis kelamin pelaku usaha

adalah sebagai berikut :

72




73

Tabel 4.5 Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin pemilik usaha

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
Laki-Laki 166 43%
Perempuan 220 57%
Total 386 100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4.3.1.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Usaha

Gambaran responden berdasarkan lama usaha berjalan adalah sebagai berikut

Tabel 4.6 Gambaran umum responden berdasarkan lama usaha

Lama usaha Jumlah Persentase (%)
1-11 bulan 78 20,2%
1-5 tahun 255 66,1%
6-10 tahun 50 13%
11-15 tahun 1 0,3%
> 15 tahun 2 0,5%
Total 386 100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4.3.1.4 Gambaran Umum Responden didasarkan Pendidikan Terakhir Pemilik

Usaha

Gambaran umum dari responden berdasarkan pendidikan terakhir pemilik

usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Gambaran umum responden berdasarkan pendidikan terakhir
pemilik usaha

Pendidikan terakhir Jumlah Persentase (%)
SD 16 4,1%
SMP 60 15,5%
SMA 171 44,3%
Diploma 15 3,9%
S1 124 32,1%

73



74

S2 0 0%
Total 386 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4. 3.1.5 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia Pemilik Usaha

Gambaran umum dari responden berdasarkan usia pemilik usaha adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.8 Gambaran umum responden berdasarkan usia pemilik usaha

Usia Jumlah Persentase (%)
< 20 tahun 1 0,3%
21-30 tahun 110 28,5%
31-40 tahun 221 57,3%
41-50 tahun 51 13,2%
> 50 tahun 3 0,8%
Total 386 100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4.3.1.6 Gambaran Umum Responden didasarkan Riwayat Pendidikan

Perpajakan Pemilik Usaha

Gambaran umum dari responden didasarkan riwayat pendidikan perpajakan

pemilik usaha adalah :

Tabel 4.9 Gambaran umum responden berdasarkan pendidikan perpajakan pemilik
usaha

Pendidikan perpajakan Jumlah Persentase (%)
Belajar sendiri 184 47, 7%
Sosialisasi 166 43,0%
Pendidikan 33 8,5%
Kursus 1 0,3%
Pelatihan 2 0,5%
Total 386 100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023
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4.3.1.7 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendapatan Bersih Per tahun

Gambaran umum dari responden berdasarkan pendapatan bersih setahun

adalah :

Tabel 4.10 Gambaran umum responden pendapatan bersih per tahun

Pendapatan bersih Jumlah Persentase (%)
1 juta — 300 juta 383 99,2%
301 juta — 2,5 miliar 2 0,5%
2,6 miliar — 50 miliar 1 0,3%
Total 386 100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4.4 Rekapitulasi Atas Jawaban Responden

Hasil yang diperoleh penelitian melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah
386 unit usaha, maka dapat direkapan terhadap jawaban dari responden terhadap

pernyataan pengajuan setiap variabel sebagai berikut :

4.4.1 Kesadaran Pajak

a. Sebagai wajib pajak saya UMKM saya sadar harus melapor pajak dan
membayarkan pajak usaha saya.

Dari 385 responden, 31,1% responden memberikan jawaban setuju,

13,2% menjawab sangat setuju, 18,1% ragu ragu, 31,9% tidak setuju, serta 5,7%

menjawab sangat tidak setuju terhadap pernyataan sebagai wajib pajak saya

UMKM saya sadar harus melapor pajak dan membayarkan pajak usaha saya.
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b. Sayakurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak atas usaha saya, namun
hal tersebut bukan masalah besar.
Dari 386 responden, 37,8% responden memberikan jawaban setuju,
11,7% menjawab sangat setuju, 10,1% ragu-ragu, 31,6% tidak setuju, serta
10,1% memberi jawaban sangat tidak setuju terhadap pernyataan saya kurang
mempunyai kesadaran untuk membayar pajak atas usaha saya, namun hal
tersebut bukan masalah besar.
c. Saya menyadari saya harus melapor dan membayar pajak karena saya
memahami dengan baik manfaat dari membayarkan pajak.
Dari 386 responden, 29% responden memberikan jawaban setuju,
16,1% menjawab sangat setuju, 17,1% ragu-ragu, 32,1% tidak setuju, serta
5,7% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya
menyadari saya harus melapor dan membayar pajak karena saya memahami
dengan baik manfaat dari membayarkan pajak.
d. Pemahaman saya terkait manfaat dari membayar pajak minim, namun saya
tetap membayar pajak.
Dari 386 responden, 59,8% responden memberikan jawaban setuju,
17,9% menjawab sangat setuju, 16,6% ragu-ragu, 5,4% tidak setuju, serta 1%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju terhadap pernyataan
pemahaman saya terkait manfaat dari membayar pajak minim, namun saya

tetap membayar pajak.
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e. Saya sudah menyisihkan pendapatan usaha saya untuk membayarkan pajak
tanpa paksaan.

Dari 386 responden, 28,2% responden memberikan jawaban setuju,
14,5% menjawab sangat setuju, 29,5% ragu-ragu, 27,5% tidak setuju, serta
0,3% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya
sudah menyisihkan pendapatan usaha saya untuk membayarkan pajak tanpa
paksaan.

f. Sebagai pengusaha, masih ada keraguan dan pertimbangan yang saya pikirkan
untuk membayarkan pajak dari pendapatan usaha yang saya dapat.

Dari 386 responden, 24,9% responden memberikan jawaban setuju, 6%
menjawab sangat setuju, 20,7% ragu-ragu, 35% tidak setuju, serta 13,5%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai
pengusaha, masih ada keraguan dan pertimbangan yang saya pikirkan untuk
membayarkan pajak dari pendapatan usaha yang saya dapat.

g. Sebagai wajib pajak saya sudah dapat mengisi SPT dengan benar dan
membenarkan SPT saya yang salah.

Dari 386 responden, 35,2% responden responden memberikan jawaban
setuju, 19,2% menjawab sangat setuju, 18,7% ragu-ragu, 26,7% tidak setuju,
serta 0,3% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju sebagai wajib
pajak saya sudah dapat mengisi SPT dengan benar dan membenarkan SPT saya

yang salah.
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h. Sebagai wajib pajak saya enggan mengisi SPT dan acuh terhadap SPT saya
yang salah.

Dari 386 responden, 4,1% responden responden memberikan jawaban

setuju, 41,7% ragu-ragu, 36,8% tidak setuju, serta 17,4% responden

memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai wajib pajak

saya enggan mengisi SPT dan acuh terhadap SPT saya yang salah.

4.4.2 Self assessment system

a. Sebagai wajib pajak, saya dapat menghitung dan menetapkan pajak dari
penghasilan usaha saya secara mandiri.

Dari 386 responden, 29,3% responden responden memberikan jawaban
setuju, 15,3% menjawab sangat setuju, 25,6% ragu-ragu, 29,5% tidak setuju,
serta 0,3% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan
sebagai wajib pajak saya dapat menghitung dan menetapkan pajak dari
penghasilan usaha saya secara mandiri.

b. Saya masih membutuhkan bantuan orang lain untuk menghitung dan menetapkan

pajak dari penghasilan usaha saya.

Dari 386 responden, 30,8% responden responden memberikan jawaban
setuju, 7% menjawab sangat setuju, 43,3% ragu-ragu, 14,8% tidak setuju, serta
4,1% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya
masih membutuhkan bantuan orang laun untuk menghitung dan menetapkan

pajak dari penghasilan usaha saya.
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c. Saya dapat membayarkan pajak terutang secara mandiri di tempat yang telah
ditentukan.
Dari 386 responden, 37,8% responden memberikan jawaban setuju,
15,8% menjawab sangat setuju, 25,1% ragu-ragu, 21,2% tidak setuju atas
pernyataan saya dapat membayarkan pajak terutang secara mandiri di tempat
yang telah ditentukan.
d. Saya membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan prosedur pembayaran
pajak.
Dari 386 responden, 29% responden memberikan jawaban setuju, 0,3%
menjawab sangat setuju, 24,4% ragu-ragu, 43% tidak setuju, serta 3,4%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya
membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan prosedur pembayaran
pajak.
e. Saya dapat melaporkan SPT secara mandiri.
Dari 386 responden, 38,3% responden memberikan jawaban setuju,
13,2% menjawab sangat setuju, 25,4% ragu-ragu, 22,8% tidak setuju, serta
0,3% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya
dapat melaporkan SPT secara mandiri.
f. Dalam pelaporan SPT, saya masih membutuhkan bantuan orang lain untuk
mengarahkan saya.
Dari 386 responden, 25,9% responden memberikan jawaban setuju,

0,5% menjawab sangat setuju, 47,2% ragu-ragu, 23,6% tidak setuju, serta 2,8%
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responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan dalam
pelaporan SPT, saya masih membutuhkan bantuan orang lain untuk

mengarahkan saya.

4.4.3 Pengetahuan Perpajakan

a. Sebagai wajib pajak usaha, saya mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai
wajib pajak UMKM.
Dari 386 responden, 33,7% responden memberikan jawaban setuju,
12,4% menjawab sangat setuju, 24,6% ragu-ragu, 29% tidak setuju, serta 0,3%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai
wajib pajak usaha saya mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak
UMKM.
b. Walaupun memiliki usaha UMKM, saya tidak mengetahui hak dan kewajiban
saya sebagai wajib pajak UMKM.
Dari 386 responden, 28,2% responden memberikan jawaban setuju, 0,8%
menjawab sangat setuju, 16,8% ragu-ragu, 38,1% tidak setuju, serta 16,1%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan walaupun
memiliki usaha UMKM saya tidak mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai
wajib pajak UMKM.
c. Sebagai wajib pajak UMKM, saya mengetahui ketentuan umum dan tata cara

perpajakan sebagai wajib pajak UMKM.
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Dari 386 responden, 23,8% responden memberikan jawaban setuju,
18,1% menjawab sangat setuju, 32,1% ragu ragu, 25,6% tidak setuju, serta 0,3%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai
wajib pajak UMKM saya mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan
sebagai wajib pajak UMKM.

. Sebagai wajib pajak UMKM, saya kurang mengetahui apa saja dan bagaimana
ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai wajib pajak UMKM.

Dari 386 responden, 26,4% responden memberikan jawaban setuju, 0,5%
menjawab sangat setuju, 14,8% ragu-ragu, 43% tidak setuju, serta 15,3%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai
wajib pajak saya kurang mengetahui apa saja dan bagaimana ketentuan umum
dan tata cara perpajakan sebagai wajib pajak UMKM.

Sebagai wajib pajak UMKM, saya mengetahui objek, subjek, dan tarif bagi wajib
pajak UMKM yang berlaku.

Dari 386 responden, 21% responden memberikan jawaban setuju, 19,2%
menjawab sangat setuju, 30,1% ragu-ragu, 29% tidak setuju, serta 0,8%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai
wajib pajak UMKM saya mengetahui objek, subjek, dan tarif bagi wajib pajak
UMKM yang berlaku.

Sebagai wajib pajak UMKM, saya kurang mengetahui apa saja dan objek, subjek,

dan tarif bagi wajib pajak UMKM seperti saya.
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Dari 386 responden, 29,8% responden memberikan jawaban setuju, 0,3%
menjawab sangat setuju, 17,1% ragu-ragu, 37,8% tidak setuju, serta 15%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya kurang
mengetahui objek, subjek, dan tarif bagi wajib pajak UMKM seperti saya.

. Saya mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Dari 386 responden, 26% responden memberikan jawaban setuju, 16,1%
menjawab sangat setuju, 27,7% ragu-ragu, 29,5% tidak setuju, serta 0,3%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya
mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Saya kurang mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Dari 386 responden, 30,3% responden memberikan jawaban setuju, 0,5%
menjawab sangat setuju, 15,3% ragu-ragu, 31,3% tidak setuju, serta 22,5%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya kurang

mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia.

4.4.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan

a. Saya memiliki pemahaman yang baik terkait pembuatan NPWP, baik NPWP

pribadi atau NPWP usaha.
Dari 386 responden, 25,9% responden memberikan jawaban setuju, 14%
menjawab sangat setuju, 29,8% ragu-ragu, 29,8% tidak setuju, serta 0,5%

responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya
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memiliki pemahaman yang baik terkait pembuatan NPWP, baik NPWP pribadi
atau NPWP usaha.

Pembuatan NPWP adalah hal yang membingungkan dan saya membutuhkan
bantuan orang lain dalam proses pembuatnya.

Dari 386 responden, 28,5% responden memberikan jawaban setuju, 0,3%
menjawab sangat setuju, 22,5% ragu-ragu, 32,9% tidak setuju, serta 15,8%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan pembuatan
NPWP adalah hal yang membingungkan dan saya membutuhkan bantuan orang
lain dalam proses pembuatnya.

Saya memahami alur dan mampu melakukan perhitungan atas penghasilan dari
usaha dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak UMKM.

Dari 386 responden, 26,2% responden responden memberikan jawaban
setuju, 13,7% menjawab sangat setuju, 28,8% ragu-ragu, 30,8% tidak setuju,
serta 0,5%. responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan
saya memahami alur dan mampu melakukan perhitungan atas penghasilan dari
usaha dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak UMKM.

. Saya mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan atas penghasilan bersih
dari usaha saya dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak UMKM dan masih
membutuhkan bantuannya di dalamnya.

Dari 386 responden, 34,2% responden memberikan jawaban setuju, 0,5%
menjawab sangat setuju, 54,1% ragu-ragu, 6,7% tidak setuju, serta 4,4%

responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya
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mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan atas penghasilan bersih dari
usaha saya dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak UMKM dan masih
membutuhkan bantuannya di dalamnya.

Sebagai wajib pajak UMKM saya memahami fungsi dan mengisi faktur pajak,
SSP, dan SPT yang digunakan pada usaha saya.

Dari 386 responden, 32,1% responden memberikan jawaban setuju,
17,6% menjawab sangat setuju, 25,4% ragu-ragu, 24,6% tidak setuju atas
pernyataan sebagai wajib pajak UMKM saya memahami fungsi dan mengisi
faktur pajak, SSP, dan SPT yang digunakan pada usaha saya.

Walaupun sebagai wajib pajak UMKM saya kurang memahami fungsi dan
mengisi faktur pajak, SSP dan SPT yang digunakan pada usaha saya.

Dari 386 responden, 26,9% responden memberikan jawaban setuju, 0,3%
menjawab sangat setuju, 47,9% ragu-ragu, 18,4% tidak setuju, serta 6,5%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan walaupun
sebagai wajib pajak UMKM saya kurang memahami fungsi dan mengisi faktur
pajak, SSP dan SPT yang digunakan pada usaha saya.

. Saya memahami sanksi dan penyebab bagi wajib pajak UMKM yang melanggar
ketentuan perpajakan.

Dari 386 responden, 26,2% responden memberikan jawaban setuju,
16,6% menjawab sangat setuju, 53,4% ragu-ragu, 3,6% tidak setuju, serta 1%

responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya
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memahami sanksi dan penyebab bagi wajib pajak UMKM yang melanggar
ketentuan perpajakan.

Saya kurang memahami sanksi apa saja yang dikenakan bagi wajib pajak UMKM
yang melakukan pelanggaran dan penyebabnya.

Dari 386 responden, 4,1% responden memberikan jawaban setuju, 0,3%
menjawab sangat setuju, 40,4% ragu-ragu, 37,6% tidak setuju, serta 17,6%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya kurang
memahami sanksi apa saja yang dikenakan bagi wajib pajak UMKM yang
melakukan pelanggaran dan penyebabnya.

Sebagai pengusaha saya memahami pelaksanaan dan pentingnya pencatatan dan
pembukuan bagi kelangsungan perpajakan usaha saya.

Dari 386 responden, 33,4% responden memberikan jawaban setuju,
16,8% menjawab sangat setuju, 22,5% ragu-ragu, 26,9% tidak setuju, serta
responden memberikan jawaban 0% sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai
pengusaha saya memahami pelaksanaan dan pentingnya pencatatan dan
pembukuan bagi kelangsungan perpajakan usaha saya.

Dalam menjalankan usaha bagi saya melakukan pencatatan dan pembukuan tidak
penting bagi usaha saya.

Dari 386 responden, 4,4% responden memberikan jawaban setuju, 0,5%
menjawab sangat setuju, 45,9% ragu-ragu, 35,8% tidak setuju, serta 13,5%

responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan dalam
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menjalankan usaha bagi saya melakukan pencatatan dan pembukuan tidak
penting bagi usaha saya.

. Saya memahami ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang
mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku.

Dari 386 responden, 28,8% responden memberikan jawaban setuju,
13,2% menjawab sangat setuju, 22,3% ragu-ragu, 35,2% tidak setuju, serta 0,5%
responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya
memahami ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur
kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku.

Saya tidak memahami ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah

yang mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang belaku.

Dari 386 responden, 39,9% responden memberikan jawaban setuju,
19,4% menjawab sangat setuju, 16,3% ragu-ragu, 16,3% tidak setuju, serta
8% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya
tidak memahami ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang

mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang belaku.

4.5 Analisis Data

4.5.1 Deskripsi Data Variabel

Pada lampiran 6 data hasil pengolahan yang berhubungan dengan nilai rata-rata

(mean), minimum, maksimal, dan standar deviasi variabel penelitian ini.
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Oleh karena itu, data hasil penelitian diperoleh keterangan yaitu :

1. N dalam pengolahan data ini adalah data valid atau data yang valid diproses
adalah 386 responden dengan data hilang (missing) nol. Memiliki arti bahwa
seluruh data yang diambil untuk mengukur pengaruh pengetahuan perpajakan
dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerapan self assessment
system melalui kesadaran pajak wajib pajak UMKM dapat diproses

2. Range merupakan perbedaan antara pada nilai yang tertinggi terhadap nilai
terendah pada kumpulan data. Range data akan semakin bervariasi jika range
data semakin besar. Pada penelitian ini range data untuk variabel kesadaran
pajak adalah 19, variabel self assessment system adalah 18, variabel
pengetahuan perpajakan adalah 27, dan untuk variabel pemahaman peraturan
perpajakan adalah 25.

3. Mean merupakan rata-rata yang diperoleh dari jumlah seluruh angka data dan
jumlah data. Mean menjawab responden variabel kesadaran pajak adalah
21,28, variabel self assessment system adalah 22,95, variabel pengetahuan
perpajakan adalah 27,02, dan untuk variabel pemahaman peraturan
perpajakan adalah 38,77.

4. Sum merupakan jumlah dari seluruh angka data. Sum variabel kesadaran
pajak adalah 8,251, variabel self assessment system adalah 8,857, variabel
pengetahuan perpajakan adalah 10,431, dan untuk variabel pemahaman

peraturan perpajakan adalah 14,966.
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Standar deviasi merupakan nilai akar kuadrat varians yang mewakili varians
data sehubungan dengan nilai rata-ratanya sendiri. Jika standar deviasi lebih
kecil menunjukkan nilainya mendekati rata-rata. Nilai deviasi standar yang
lebih tinggi menunjukkan kisaran variabel data yang lebih luas. Standar
deviasi untuk variabel kesadaran pajak adalah 4,75, variabel self assessment
system adalah 4,43, variabel pengetahuan perpajakan adalah 6,61, dan untuk
variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah 6,95.

Data minimum merupakan nilai data terkecil. Data minimum untuk variabel
kesadaran pajak adalah 12, variabel self assessment system adalah 15, variabel
pengetahuan perpajakan adalah 13, dan untuk variabel pemahaman peraturan
perpajakan adalah 27.

Data maksimum merupakan data terbesar. Data maksimum untuk variabel
kesadaran pajak adalah 31, variabel self assessment system adalah 33, variabel
pengetahuan perpajakan adalah 40, dan untuk variabel pemahaman peraturan

perpajakan adalah 52.

4.5.2 Pengujian Data Penelitian

4.5.2.1 Penilaian Model Pengukuran (Outer model)

Pada penelitian ini menggunakan alat analisis dengan menggunakan alat

analisis PLS (Partial Least Square) dengan aplikasi SmartPLS Version 4.0.

Pengukuran outer model dilakukan untuk melakukan penilaian validitas dan reliabilitas

model.
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4.5.2.1.1 Uji Validitas

a. Validitas Konvergen

Dalam melakukan validitas konvergen dilakukan dengan cara melihat item
reliability (indikator validitas) yang diperoleh dari nilai loading factor. Loading factor
merupakan angka yang menunjukkan korelasi antara suatu item pernyataan dengan
indikator konstruk yang diberikan skor. Nilai loading factor lebih besar dari 0,7 akan

dikatakan valid. Adapun hasil loading factor dalam penelitian ini pada gambar berikut.

Perhitungan Tahap 1

Pongetahuan Parpajakan

Gambar 4. 1 Diagram Jalur Pertama
Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan gambar 4.1 outer loading pada tahap pertama terdapat 34 indikator
pada penelitian dan terdapat 15 indikator yang memiliki loading factor di bawah 0,70.

Jika loading factor di bawah 0,70 maka indikator-indikator tersebut harus dihapus dan
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akan dilakukan pengujian kembali validitas konvergen berdasarkan outer loading

ditahap kedua
Perhitungan Tahap 2
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Gambar 4. 2 Diagram Jalur Tahap Kedua
Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Pada perhitungan ditahap kedua dilakukan dengan menghilangkan indikator
yang mempunyai nilai di bawah 0,7. Pada gambar 4.2 outer loading tahap kedua
menunjukkan semua indikator telah memiliki loading factor > 0,70 maka dari itu
semua indikator layak dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian ini dan

analisis lebih lanjut.
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b. Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan dalam penelitian ini menggunakan nilai cross loading.
Indikator dinyatakan memiliki nilai cross loading yang memenuhi jika nilai indikator
tersebut memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Berikut

ini nilai cross loading pada setiap indikator dalam penelitian ini.

Tabel 4.11 Outer Loading

Indikator Variabel
Kesadaran Self Assessment Pengetahuan Pemahaman
Pajak System Perpajakan Peraturan Perpajakan

Xi.la 0,662 0,68 0,816 0,627
X1.1b 0,653 0,626 0,815 0,594
Xi.2a 0,497 0,431 0,724 0,537
X1.2b 0,558 0,509 0,736 0,544
X1.3a 0,559 0,574 0,727 0,594
X1.3b 0,683 0,64 0,794 0,636
Xi.4a 0,533 0,51 0,744 0,534
X1.4b 0,649 0,553 0,792 0,616
X2.2a 0,7 0,551 0,71 0,867
X2.3a 0,572 0,515 0,584 0,826
X2.6a 0,665 0,557 0,669 0,887
Y.la 0,772 0,577 0,603 0,592
Y..3a 0,781 0,58 0,639 0,636
Y1.3b 0,801 0,574 0,64 0,623
Y..4a 0,826 0,633 0,657 0,61
Y1.4b 0,793 0,552 0,591 0,527
Y2.la 0,697 0,867 0,712 0,635
Y2.2a 0,55 0,809 0,54 0,418
Y2.3a 0,598 0,855 0,612 0,515

Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Merujuk pada tabel 4.11 outer loading menunjukkan hasil masing-masing
indikator memiliki nilai outer loading yang terbesar dibandingkan dengan nilai pada
outer loading variabel lainnya. Hal tersebut menyatakan semua indikator memiliki

validitas diskriminan yang baik dalam menyusun variabel masing-masing.
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Untuk melihat diskriminan validitas juga dapat dilihat melalui metode lainnya
yaitu mengamati nilai avarage variance extracted (AVE) dengan cara membandingkan
antara nilai avarage variance extracted (AVE) pada setiap variabel laten dengan
koefisien korelasi antara variabel lainnya. Jika nilai AVE lebih besar dibandingkan
kontruk lainnya, maka validitas diskriminan terpenuhi dengan rekomendasi nilai AVE

lebih besar dari 0,50. Berikut nilai AVE pada masing-masing indikator penelitian ini :

Tabel 4.12 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel AVE Keterangan
Pengetahuan Perpajakan 0,592 Valid
(X1)
Pemahaman Peraturan 0,741 Valid
Perpajakan (X7)
Kesadaran Pajak (Y1) 0,632 Valid
Self Assessment System (Y?) 0,712 Valid

Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Dilihat dari tabel 4.12 pada metode AVE menunjukkan hasil analisis AVE pada
setiap konstruk menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,50 dengan demikian semua
indikator dikatakan valid, sehingga seluruh konstruk validitas diskriminan yang baik

telah tercapai.

4.4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Pada uji reliabilitas metode yang digunakan adalah dengan melihat dari nilai
composite reliability dan cronbach’s alpha. Adapun ketentuan nilai yaitu nilai
composite reliability dinyatakan reliabilitas atau memiliki reliabilitas tinggi jika

memiliki nilai composite reliability > 0,8 atau cukup reliabel jika memiliki nilai
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composite reliability > 0,6. Pada cronbach’s alpha dikatakan baik jika memiliki nilai >
0,6. Berikut nilai cronbach’s alpha dan composite reliability yang ada dalam penelitian

ini:

Tabel 4.13 Construct Reliability and Validity

Indikator Cronbach’s | Correlation | Composite
alpha spearman reliability
(rho_a) (rho_c)
Pengetahuan 0,901 0,907 0,920
Perpajakan (X1)
Pemahaman Peraturan 0,825 0,830 0,895
Perpajakan (X2)
Kesadaran Pajak (Y1) 0,854 0,855 0,896
Self Assessment 0,799 0,812 0,881
System (Y2)

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 construct reliability and validity menunjukkan nilai
dengan hasil cronbach’s alpha yang bernilai diatas 0,6 sehingga data yang dipakai

dalam penelitian ini sudah cukup reliabel.

Selain itu, nilai correlation spearman (rho_a) menunjukkan hasil bahwa
variabel-variabel penelitian menunjukkan hasil dengan nilai berada di atas 0,5 maka
dari itu data yang digunakan pada penelitian ini sudah terdistribusi dengan normal dan

sudah memenuhi kaidah normalitas data.

Berdasarkan tabel 4.14 juga dapat dilihat bahwa semua variabel penelitian
memiliki nilai di atas > 0,5 sehingga semua variabel dalam penelitian ini telah

memenuhi composite reliability dan telah memiliki nilai reliabilitas yang tinggi.
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Indikator Indikator
Kesadaran Pemahaman Pengetahuan Self
Pajak Peraturan Perpajakan Assessment
Perpajakan System
Kesadaran Pajak | 0,795
Pemahaman 0,753 0,861
Peraturan
Perpajakan
Pengetahuan 0,788 0,763 0,769
Perpajakan
Self Assessment | 0,735 0,629 0,743 0,844
System

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS,2023

Selain itu uji validitas juga dapat dilakukan dengan uji fornell-larcker.

Berdasarkan pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa setiap variabel telah memiliki nilai

fornell-larcker yang lebih tinggi daripada varian lainnya, maka dari itu dapat dikatakan

bahwa variabel pada penelitian ini telah bebas dari masalah validitas data.

Tabel 4.15 Variance Inflation Factor (VIF)

Indikator Indikator
Kesadaran Pemahaman Pengetahuan Self
Pajak Peraturan Perpajakan Assessment
Perpajakan System
Kesadaran Pajak 3,092
Pemahaman 2,394 2,801
Peraturan
Perpajakan
Pengetahuan 2,394 3,203
Perpajakan
Self Assessment
System

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS,2023
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Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai variance inflation factor (VIF)
pada semua keseluruhan variabel berada di bawah angka 10 yang berarti bahwa model

penelitian telah bebas dari masalah multikolinearitas antara variabel.
4.5.2.2 Pengukuran Model

Pengukuran model penelitian yang dilakukan didasarkan dari hasil pengujian

program smartPLS dengan bentuk analisis jalur gambar di bawah ini

Xila X1k X1la Xi.2b X1.3b Xida X14b ¥i.la ¥ida ¥i.3b Yida Yi4b

NN A p e N LS

0.801
0318 0815 07\24 OTE 917 0104 5744 0 e wrre ORI 0836 g ps

e

0.511

I
Pengetahuan perpajakan Kesadamn perpajakan

Pe’nar'o‘ﬁ? p%rzumarana"&ﬁa]akan 563‘;“%{&"‘ 7)35‘5."

AT AR T

X233 X23a X2 8a Y2ia ¥22a ¥23a

Gambar 4. 3 Jalur Model
Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Dilihat pada tabel 4.15 pada lampiran dapat dilihat bahwa nilai VIF keseluruhan
variabel dalam penelitian ini ada di bawah 10 yang berarti model penelitian telah bebas

dari masalah multikolinearitas

Dari gambar 4.3 diatas, selain dari pada nilai cross loading juga terdapat nilai
koefisien variabel endogen terhadap variabel eksogen yang juga dilihat dari tabel

berikut :
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Tabel 4.16 Path Coefficients

Indikator Pengetahuan Pemahaman Kesadaran Self Assessment
Perpajakan (X1) Peraturan Pajak (Y1) System (Y2)
Perpajakan (X»)
Pengetahuan - - 0,511 0,430
Perpajakan (X1)
Pemahaman - - 0,363 0,007
Peraturan
Perpajakan (X2)
Kesadaran - - - 0,391
Pajak (Y1)

Self Assessment - - -
System (Y2)
Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Berdasarkan gambar 4.3 diatas, maka didapatkan persamaan model indikator

reflektif (outer model) sebagai berikut.

Variabel laten Pengetahuan Perpajakan (X1) bersifat reflektif

o Xula=hX1+e1
X1.la=816 + &1
o Xi.lb=hX1+e2
X1.1b=815+ &
o X1.28=AaX1t €3
X1.2a=724 + &3
o  X1.2b=hpX1 + &4
X1.2b =736 + &4
o Xi1.3a= X1+ &5

X1.3a =727 + ¢&s
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o  X1.3b=AX1+ &6
X1.3b =794 + g

o Xida= X1 ter
Xida=744 + &

o  X1.4b= X1+ €

X1.4b =792 + s

Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (Xi:) dalam
penelitian ini diwujudkan melalui sebagai wajib pajak usaha saya mengetahui hak dan
kewajiban saya sebagai wajib pajak UMKM (X1.1a) sebesar 0,816, walaupun memiliki
usaha UMKM saya tidak mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak
UMKM (X1.1b) sebesar 0,815, sebagai wajib pajak UMKM saya mengetahui ketentuan
umum dan tata cara perpajakan sebagai wajib pajak UMKM (X1.2a) sebesar 0,724,
sebagai wajib pajak saya kurang mengetahui apa saja dan bagaimana ketentuan umum
dan tata cara perpajakan sebagai wajib pajak UMKM (X1.2b) sebesar 0,736, sebagai
wajib pajak UMKM saya mengetahui objek, subjek, dan tarif bagi wajib pajak UMKM
yang berlaku (X1.3a) sebesar 0,727, saya kurang mengetahui objek, subjek, dan tarif
bagi wajib pajak UMKM seperti saya (X1.3b) sebesar 0,794, saya mengetahui sistem
pemungutan pajak di Indonesia (X1.4a) sebesar 0,744, saya kurang mengetahui sistem
pemungutan pajak di Indonesia (X1.4b) sebesar 0,792. Berarti bahwa semakin besar
nilai pengetahuan perpajakan akan berdampak positif kepada penerapan self

assessment system wajib pajak UMKM.
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Variabel laten Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) bersifat reflektif

o Xo.2a= haXitewu
Xz.2a =867 + en1

o Xz3a= AaX1+es
X2.3a =826 + €13

o Xo.6a= keaX1+ €19

X2.6a =887 + €19

Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan (X2)
dalam penelitian ini diwujudkan dalam saya memahami alur dan mampu melakukan
perhitungan atas penghasilan dari usaha dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak
UMKM (X2.2a) sebesar 0,867, sebagai wajib pajak UMKM saya memahami fungsi
dan mengisi faktur pajak, SSP, dan SPT yang digunakan pada usaha saya (X..3a)
sebesar 0,826, saya memahami ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
yang mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku (X2.6a) sebesar 0,887.
Dengan kata lain bahwa untuk meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan (Xz)
adalah dengan cara meningkatkan nilai koefisien indikator karena nilai variabel

tergantung dari nilai indikator.

Variabel laten Kesadaran Pajak (Y1) bersifat reflektif

e Yila= AaY1+en

Yi.la=772+¢en
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o Yi3a= AnY1+exs
Y1.3a =781 + €5

o Y1.3b= AapY1+ e
Y1.3b =801 + &2

o Yida= AuaY1+te
Yi.4a = 826+ 7

o Yi14b= ApY1+ e

Y1.4b =793 + g8

Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak (Y1) dalam penelitian ini
diwujudkan dalam sebagai wajib pajak saya UMKM saya sadar harus melapor pajak
dan membayarkan pajak usaha saya (Y1.1a) sebesar 0,772, saya sudah menyisihkan
pendapatan usaha saya untuk membayarkan pajak tanpa paksaan (Y1.3a) sebesar 0,781,
sebagai pengusaha masih ada keraguan dan pertimbangan yang saya pikirkan untuk
membayarkan pajak dari pendapatan usaha yang saya dapat (Y1.3b) sebesar 0,801,
sebagai wajib pajak saya sudah dapat mengisi SPT dengan benar dan membenarkan
SPT saya yang salah (Y1.4a) sebesar 0,826, sebagai wajib pajak saya enggan mengisi
SPT dan acuh terhadap SPT saya yang salah (Y1.4b) sebesar 0,793. Dengan kata lain
bahwa untuk meningkatkan kesadaran pajak (Y1) adalah dengan meningkatkan nilai

koefisien indikator karena nilai variabel tergantung dari nilai indikator.

Variabel laten Self Assessment System (Y2) bersifat reflektif
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e Yala= AunY2+e29
Y2.1a =867 + €29

o Yz2a= AnY2+ean
Y2.2a =809 + €31

o Y23a= AnY2+ess

Y,.3a =855 + €33

Hal ini menunjukkan bahwa variabel self assessment system (Y2) dalam
penelitian ini diwujudkan dalam sebagai wajib pajak saya dapat menghitung dan
menetapkan pajak dari penghasilan usaha saya secara mandiri (Y2.1a) sebesar 0,867,
saya dapat membayarkan pajak terutang secara mandiri di tempat yang telah ditentukan
(Y2.2a) sebesar 0,809, saya dapat melaporkan SPT secara mandiri (Y2.3a) sebesar
0,855. Dengan kata lain bahwa untuk meningkatkan self assessment system () adalah
dengan meningkatkan nilai koefisien indikator karena nilai variabel tergantung dari

nilai indikator.

Selanjutnya akan dibuat persamaan dari model variabel (inner model)

berdasarkan pada tabel 4.16 di atas sebagai berikut.

Yi=alX: + 02Xo + €34

Y1=0.511X1+0.363X2 + €34

Terdapat beberapa penjelasan terhadap persamaan dari model variabel di atas

adalah sebagai berikut. Pengaruh pengetahuan perpajakan (Xi) terhadap kesadaran
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perpajakan (Y1) adalah 0,551 dengan pengaruh positif menilai bahwa variabel lainnya
konstan atau dapat dikatakan kenaikan satu variabel pengetahuan perpajakan
meningkatkan kesadaran yaitu sebesar 0,511. Hal ini berarti semakin besar nilai
pengetahuan perpajakan akan semakin berdampak positif pada kesadaran pajak.
Sedangkan, pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X.) terhadap kesadaran pajak
(Y1) adalah sebesar 0,363 dengan arah pengaruh positif menganggap variabel lainnya
konstan atau setiap kenaikan variabel pemahaman peraturan perpajakan akan
meningkatkan kesadaran pajak yaitu sebesar 0,363. Hal ini bermakna semakin besar
nilai pemahaman peraturan perpajakan akan semakin berdampak positif terhadap

kesadaran pajak.

Y2=0a3X1+ adXz + €3

Y2 =0.430X1 + 0.007X2 + €34

Terdapat beberapa penjelasan terhadap persamaan dari model variabel di atas
adalah sebagai berikut. Pengaruh pengetahuan perpajakan (X1) terhadap self
assessment system (Y2) adalah senilai 0,430 dengan pengaruh positif menganggap
bahwa variabel lainnya konstan atau dapat dikatakan kenaikan satu variabel
pengetahuan perpajakan meningkatkan penerapan self assessment system sebesar
0,430. Hal ini berarti semakin besar nilai pengetahuan perpajakan akan semakin
berdampak positif pada self assessment system. Sedangkan, pengaruh pemahaman
peraturan perpajakan (X2) terhadap self assessment system (Y3) yaitu sebesar 0,007

dengan arah pengaruh negatif menganggap bahwa variabel lainnya konstan atau dapat

101



102

dikatakan kenaikan satu variabel pemahaman peraturan perpajakan hanya
meningkatkan penerapan self assessment system sebesar 0,007. Hal ini berarti semakin
besar nilai pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif pada self

assessment system.

Y2 =05Y1

=05 (olX1+ a2X?2)

= 0,391 (0,511X1 + 0,3636X2) + €34

=0,200X1 + 0,142X2+ €34

Terdapat penjelasan dari persamaan variabel di atas yaitu variabel kesadaran
pajak (Y1). Kesadaran pajak sendiri dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan (X1)

sebesar 0,200 dan pemahaman peraturan perpajakan (Xz) sebesar 0,142

Y2 =(Y1; X1)

=a6X1t+a7Y1

=a6X1 + a7 (al X1 + 02X>2)

=0,511X;1 + 0,200X1 (0,511X; + 0,363X2)

=0,511X: + 0,102X1 + 0,073X2

=0,613X1 + 0,073X2
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Terdapat beberapa penjelasan terhadap persamaan dari model variabel di atas
adalah sebagai berikut. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (Xi) terhadap self
assessment system melalui kesadaran pajak adalah sebesar 0,613 dengan arah pengaruh
positif menganggap bahwa variabel lainnya konstan atau dapat dikatakan kenaikan satu
variabel pengetahuan perpajakan melalui kesadaran pajak akan meningkatkan self
assessment system sebesar 0,613. Hal ini berarti semakin besar nilai pengetahuan
perpajakan akan semakin berdampak positif pada self assessment system melalui

kesadaran pajak.

Y2 =(X2;Y)

= a8X2 + a9 (al X1 + a2X>)

=0,363X2+ 0,142 (0,511X1 + 0,363X>)

=0,363X2 + 0,073X1 + 0,052Xz

=0,073X1 + 0,415X>

Terdapat beberapa penjelasan terhadap persamaan dari model variabel di atas
adalah sebagai berikut. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X2) terhadap self
assessment system melalui kesadaran pajak adalah sebesar 0,415 dengan arah pengaruh
positif menganggap bahwa variabel lainnya konstan atau dapat dikatakan kenaikan satu
variabel pemahaman peraturan perpajakan melalui kesadaran pajak akan meningkatkan

self assessment system sebesar 0,415. Hal ini berarti semakin besar nilai pemahaman
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peraturan perpajakan akan semakin berdampak positif pada self assessment system

melalui kesadaran pajak.

4.5.2.3 Penguji Model

Tahap selanjutnya setelah melakukan pengukuran estimasi model memenubhi
kriteria Outer Model, maka dilakukan uji model struktural (inner model). Hasil dari

perhitungan smartPLS pada tabel 4.17 di bawah ini.

Tabel 4.17 R-Square

Indikator R-square R-square adjusted
Kesadaran pajak 0,677 0,675
Self Assessment System 0,611 0,608

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Dalam penelitian ini memakai variabel X1 dan X2 guna mempengaruhi variabel
Y1 dan Y. Pada tabel 4.17 memperlihatkan hasil R-square terhadap variabel Y1 dan
Y.. Hasil dari analisis ini memberikan informasi bahwa variabel pengetahuan
perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh 67% (kuat) atas
kesadaran pajak dan 33% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam
penelitian ini serta 61% (kuat) mempengaruhi penerapan self assessment system dan

39% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.

Setelah itu dilakukan uji model selanjutnya yaitu kelayakan model atau uji
model fit yang terdiri atas uji indeks SRMR (standardized root mean-square residual),

penguji d_ULS perbedaan atau d_GGeodesik perbedaan unwhight kuadrat, chi-square,
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dan NFI (normed fit index) atau Bentleer-Bonett Index. Hasil perhitungan smartPLS

dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah ini

Tabel 4.18 Uji model fit

Indikator Saturated model Estimated model
SRMR 0,073 0,073
d ULS 1,022 1,022
dG 0,662 0,662
Chi-square 1,333,316 1,333,316
NFI 0,744 0,744

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Indeks SMR bertujuan guna menghitung jumlah perbedaan yang ada antara
data uji terhadap model yang didasarkan ke varian tambahan. Apabila terjadi nilai lebih
kecil maka disimpulkan indikasi bahwa model lebih layak atau dikatakan fit. SRMR
merupakan rata-rata dari seluruh perbedaan dengan data diuji serta model berhubungan

tidak langsung.

Rata-rata nilai nol menyatakan indikasi bahwa tidak ada bedanya antara data
uji dengan hubungan yang menyampaikan secara tidak langsung suatu model, sehingga
SRMR yang dapat diterima nilainya sebesar 0,00 yang memberikan gambaran indikasi
yang fit sempurna. Apabila nilai SRMR kurang dari 0,00 maka model persamaan
struktural dianggap fit, dan jika nilai fit lebih besar dari 0,15 maka model dikatakan
tidak layak (Astiti et al., 2019). Berdasarkan hasil model fit dalam penelitian ini yang

dilampirkan dalam tabel 4.18 menunjukkan bahwa indeks SRMR yaitu sebesar 0,073
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untuk saturated dan estimated model, sehingga dapat disimpulkan model penelitian ini

layak (fit).

Terdapat beberapa cara untuk menghitung perbedaan antara 2 matriks misalnya
perbedaan maksimum kemungkinan, d_G Geodesik perbedaan atau d_ULS perbedaan
unweighted kuadrat. Dua metode berbeda untuk menghitung perbedaan diwakili oleh
notasi d_ULS (jarak euclidean kuadrat) dand_G (jarak geodesik). Untuk menunjukkan
bahwa model penelitian sudah memiliki “kesesuaian yang sangat baik”, batas
kepercayaan interval harus lebih tinggi dari nilai awal kriteria d_ULS dan d_G, yang
mana batas berada dititik 95% (Nabilah et al., 2020) Berdasarkan tabel 4.18 dapat
dilihat nilai d_USL yaitu sebesar 1,022 dan nilai d_G sebesar 0,662. Nilai tersebut
memberikan indikasi bahwa model penelitian dalam penelitian ini dapat dikatakan

cocok (fit).

Selanjutnya adalah nilai chi-square dengan fungsi memberi gambaran data
input. Apabila nilai chi-square lebih besar dari 0,05 maka model penelitian dianggap
layak. Berdasarkan tabel 4.18 pada tabel diketahui bahwa nilai chi-square yaitu

1,333,316

Nilai NFI (Normed Fix Index) atau Bentler-Bonett Index juga bisa dipakai
untuk mengukur kelayakan model sesuai atas kriteria yang ditentukan. Jika nilai NFI
mendekati nilai 1, maka menandakan semakin baik kecocokannya. Semakin besar
suatu nilai NFI, maka semakin baik model. Berdasarkan tabel 4.18 dilihat bahwa nilai

NFI 0,744 sehingga dapat diindikasikan bahwa model dikatakan baik dan layak.
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4.5.2.4 Penguji Pengaruh

Pengujian atas pengaruh variabel endogen atas variabel eksogen diperoleh
dengan cara menggunakan metode bootstrapping. Adapun hasil kalkulasi pada metode

bootstrapping pada gambar di bawah ini :

X1.1a X1.1b X12a X1.20 X1.3a X1.3b X142 X14b Yi.1a Yi.3a ¥1.3b Yi4a Yi.4b
* 1 > _— * v\ A /4 el
‘\0.815 0.000) *\ 0738 (0.000) 0784 {0'% _/: 782 (0.000) 0.772 (0.000} 0.801 {0.000) 0.793 {0.000)
- _— 0781 0000) | 0.828 (0.000)
0.818 (0.000) 0.724{0000) / 0.727 (0.000)~ 0.744 {0.000) — ~ . A
e Kesadaran perpajakan

e

e

0.511 {0.000) »

Pengetahuan perpajakan ‘

0.391 fm1

Pemahaman peraturan perpajakan 0.430 (0.000)

. 0.007 {0505} \”e

s S
/ Self assessment system
0.857 (0000 0,887 {0.000) 0.867 (0.000) | 0.855 (0.000)
0.826 (0.000 / 0.809 (0.000)
v

X22a X23a X28a ¥21a ¥22a ¥23a

Gambar 4. 4 Kalkulasi Bootstrapping
Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Tabel 4.19 Nilai hubungan antara variabel (direct dan indirect effects)

Hubungan variabel Original t-statistics p-values
sampel

Pengetahuan perpajakan —» 0,511 10,778 0,000
Kesadaran pajak
Pengetahuan perpajakan —» 0,430 6,273 0,000
Self assessment system
Pemahaman peraturan 0,363 7,751 0,000
perpajakan —» Kesadaran
pajak
Pemahaman peraturan 0,007 0,119 0,905
perpajakan —» Self
assessment system
Kesadaran pajak — 0,391 6,584 0,000
Self assessment system
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Pengetahuan perpajakan —» 0,200 5,593 0,000
Kesadaran pajak —» Self
assessment system
Pemahaman peraturan 0,142 4,847 0,000
perpajakan —> Kesadaran
pajak —» Self assessment
system

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Dari hasil uji PLS secara statistik pada tiap hipotesis maka dilakukan simulasi
dengan dilakukannya metode bootstrap atas sampel. Tujuan dari dilakukannya uji
bootsrapping adalah meminimkan sebuah data tidak normal. Adapun data hasil uji

dengan bootstrappping dari analisis PLS yaitu :

1. H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran
pajak
Pengujian uji hipotesis pertama hasil memberikan bukti bahwa hubungan variabel
pengetahuan perpajakan (Xi1) dan kesadaran pajak (Y1) yaitu sebesar 0,511,
dengan rata-rata sampelnya yaitu 0,513, dengan standar deviasinya yaitu 0,047,
pada t-statistik yaitu 10,778 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%,
nilai p-values lebih kecil dari 0,05. Atas informasi tersebut berarti dapat
disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan atas
kesadaran pajak atau hipotesis 1 diterima.

2. H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap self

assessment system
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Pengujian uji hipotesis pertama hasil menunjukkan bahwa hubungan variabel
pengetahuan perpajakan (X1) dan self assessment system (YY) yaitu sebesar 0,430,
dengan rata-rata sampelnya adalah 0,430, standar deviasinya yaitu 0,069, pada t-
statistik yaitu 6,273 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%, nilai p-
values lebih kecil dari 0,05. Atas informasi tersebut berarti dapat disimpulkan
bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan atas self assessment

system atau hipotesis 2 diterima.

H3 : Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap
kesadaran pajak

Pada uji yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa hubungan variabel
pemahaman peraturan perpajakan (Xz) dan kesadaran pajak (Y1) yaitu sebesar
0,363, dengan rata-rata sampelnya 0,362, standar deviasinya yaitu 0,047, pada t-
statistik yaitu 7,751 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%, nilai p-
values lebih kecil dari 0,05. Atas informasi tersebut berarti dapat disimpulkan
bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan atas
kesadaran pajak atau hipotesis 3 diterima.

H4 : Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap self

assessment system

Pada uji yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa hubungan variabel
pemahaman peraturan perpajakan (X2) dan self assessment system (Y2) yaitu

sebesar 0,007, dengan rata-rata sampelnya 0,007, standar deviasinya yaitu 0,057,
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pada t-statistik yaitu 0,119 dengan nilai probabilitas sebesar 0,905 atau 0,905%,
nilai p-values lebih besar dari 0,05. Dengan informasi tersebut berarti dapat
disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh

signifikan atas self assessment system atau hipotesis 4 ditolak.

H5 : Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap self assessment

system

Pada uji yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa hubungan variabel
Kesadaran pajak (Y1) dan self assessment system (Y2) yaitu sebesar 0,391, dengan
rata-rata sampelnya 0,391, standar deviasinya yaitu 0,059, pada t-statistik yaitu
6,584, nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%, nilai p-values lebih kecil dari
0,05. Atas informasi tersebut berarti disimpulkan bahwa kesadaran pajak
berpengaruh positif signifikan atas self assessment system atau hipotesis 5

diterima.

. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerapan self assessment
system dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening.

Pada uji yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa pengaruh pengetahuan
perpajakan terhadap self assessment system melalui variabel intervening kesadaran
pajak sebesar 0,200, dengan rata-rata 0,201, standar deviasi yaitu 0,036, pada t-
statistik 5,593 dengan nilai p-value 0,000 < 0,05. Secara tidak langsung,
pengetahuan perpajakan berpengaruh partial mediation terhadap self assessment

system melalui kesadaran pajak sebesar 0,200. Hal ini juga dapat diartikan
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bahwasanya penerapan self assessment system itu meningkat seiring dengan
meningkatnya pengetahuan perpajakan melalui kesadaran pajak terlebih dahulu.
Atas informasi diatas maka hipotesis diterima.

7. Pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap penerapan self assessment

system dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening.

Pada uji yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa pengaruh pemahaman
peraturan perpajakan terhadap self assessment system melalui variabel intervening
kesadaran pajak sebesar 0,142, dengan rata-rata 0,142, standar deviasi yaitu 0,029,
pada t-statistik 4,847 dengan nilai p-value 0,000 < 0,05. Secara tidak langsung,
pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh full mediation terhadap self
assessment system melalui kesadaran pajak sebesar 0,142. Hal ini juga dapat
diartikan bahwasanya penerapan self assessment system itu meningkat seiring
dengan meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan melalui kesadaran pajak

terlebih dahulu. Atas informasi diatas maka hipotesis diterima

4.6 Pembahasan Hasil Pengujian

4.5.1 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran pajak.

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan
perpajakan dan kesadaran pajak yaitu sebesar 0,511, dengan rata-rata sampelnya 0,513
dan standar deviasinya yaitu 0,047 pada t-statistik yaitu 10,778 dengan nilai

probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%. Dengan informasi tersebut menunjukkan
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bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap

kesadaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan theory planned of behavior pada bagian
sikap terhadap perilaku (behavioral beliefs) dimana pengetahuan perpajakan berisi
informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum membayar pajak.
Semakin banyak informasi yang didapatkan maka akan semakin besar kemungkinan
mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak
dikarenakan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai. Hal ini juga tergambar
dari jawaban responden dari kuesioner yang disebarkan. Terdapat 45,1% responden
sepakat, 17,1% ragu, dan 37,8% tidak sepakat dengan pernyataan bahwa wajib pajak
harus melapor dan membayar pajak karena telah memahami dengan baik manfaat dari
membayar pajak. Hasil analisis tersebut memberikan petunjuk bahwa semakin besar
atau meningkat pengetahuan perpajakan maka akan membuat wajib pajak semakin
sadar untuk membayarkan pajak. Dari kuesioner yang disebarkan terdapat beberapa
riwayat pendidikan perpajakan pemilik usaha, 166 pelaku usaha dengan mengikuti
sosialisasi perpajakan, 33 dari pendidikan perpajakan, pelatihan 2, dan kursus 1. Juga
terdapat 184 pelaku usaha yang mendapatkan pendidikan perpajakan dengan belajar
sendiri. Dengan riwayat sosialisasi pajak, pendidikan dan kursus membuat wajib pajak
memiliki informasi dan pengetahuan mengapa serta manfaat dari membayarkan pajak
bagi kesejahteraan negara sehingga menimbulkan kesadaran untuk membayarkan

pajak. Dengan pengetahuan perpajakan yang memadai akan membuat pelaku usaha
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sadar untuk melaporkan dan membayar pajak terutang atas usahanya secara tepat
waktu. Hal ini akan menjadi keuntungan bagi pihak pemerintah dan KPP karena dapat
mengurangi tingkat ketidakpatuhan wajib pajak khususnya dari sektor UMKM dan

bagi pelaku usaha dapat terhindar dari sanksi pajak.

Untuk meningkatkan kondisi ini penting bagi pemerintah dan KPP Pratama
Kota Bontang untuk memberikan pembekalan kepada pelaku usaha sebelum penerbitan
NPWP usahanya khususnya pelaku usaha yang tidak memiliki riwayat pendidikan

perpajakan.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Bahri,2020)
dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa semakin banyak wajib pajak yang
memiliki pengetahuan pajak yang baik dan memadai, maka akan meningkatkan
kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Kota Medan. Hasil penelitian ini juga
mendukung penelitian (Prasetyana & Febriani, 2022) menemukan bahwa pengetahuan

perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak.

4.5.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap self assessment system.

Dalam uji yang telah dilakukan didapatkan bahwa hubungan variabel
pengetahuan perpajakan (X1) dan self assessment system (Y2) yaitu sebesar 0,430,
dengan rata-rata sampelnya 0,430, standar deviasinya yaitu 0,069, pada t-statistik yaitu

6,273 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%, nilai p-values lebih kecil
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dari 0,05. Atas informasi tersebut berarti disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif signifikan atas self assessment system.

Hasil penelitian sejalan dengan theory of planned behavior pada bagian sikap
terhadap perilaku (behavioral beliefs) dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki
wajib pajak membuat wajib pajak memiliki informasi yang cukup memadai sehingga
membuat wajib pajak mampu menerapkan self assessment system dengan benar. Hal
ini dapat tergambarkan dari jawaban responden sebanyak 41,9% wajib pajak sepakat,
32,1 ragu-ragu, dan 25,9 tidak sepakat atas pernyataan bahwa wajib pajak memiliki
pengetahuan akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hasil analisis tersebut
memberikan petunjuk bahwa semakin kecil atau rendahnya pengetahuan perpajakan
akan membuat semakin rendahnya tingkat penerapan self assessment system oleh
pelaku usaha. Dari jawaban tersebut juga dapat digambarkan bahwa wajib pajak telah
memiliki pengetahuan yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan self

assessment system.

Dari kuesioner yang disebarkan terdapat 202 pelaku usaha yang pernah
memiliki riwayat pendidikan perpajakan. Latar pendidikan perpajakan yang ditempuh
oleh pelaku usaha yaitu, 166 dari sosialisasi perpajakan, 33 dari pendidikan perpajakan,
2 dari pelatihan, dan 1 dari kursus. Dengan pengetahuan perpajakan yang diperoleh
dari sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan kursus membuat wajib pajak memiliki
informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan self assessment system. Terlebih

dalam pelaksanaan self assessment system wajib pajak dituntut untuk aktif menghitung,
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membayar dan melaporkan pajak usahanya. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan
dapat menjadi pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan bagaimana
menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Dengan terlibatnya langsung
pelaku usaha dalam pelaksanaan self assessment system membuat pelaku usaha
semakin selektif dalam menghitung pajak yang harus dibayar. Namun, wewenang yang
diberikan kepada pelaku usaha ini dapat disalahgunakan karena pelaku usaha
mengetahui celah yang dapat dimanipulasi. Untuk meningkatkan kondisi ini, pihak
KPP Pratama Kota Bontang dapat memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan
perpajakan pelaku usaha UMKM, serta pelaku usaha sebagai wajib pajak untuk
melaporkan dan membayar pajaknya dengan penuh Kkejujuran atas wewenang yang

diberikan kepadanya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri,
Saerang, et al., 2019) hasilnya membuktikan bahwa pelaksanaan self assessment system
dapat berjalan dengan baik karena wajib pajak UMKM belum memiliki pengetahuan
perpajakan yang memadai. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari
(Baradja et al., 2020) yang mendapatkan bahwa self assessment system dapat berjalan

dengan baik jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik.

4.5.3 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran pajak

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan
perpajakan dan kesadaran pajak yaitu sebesar 0,363, dengan rata-rata sampelnya 0,362

dan standar deviasinya yaitu 0,047 pada t-statistik yaitu 7,751 dengan nilai probabilitas
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sebesar 0,000 atau 0,000%. Dengan informasi tersebut menunjukkan bahwa variabel
pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran

pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan theory of planned behavior pada bagian
behavioral beliefs. Dengan pemahaman akan peraturan akan undang-undang yang
mengatur tata cara dan ketetapan perpajakan di Indonesia membuat wajib pajak
UMKM lebih sadar untuk membayarkan pajak dengan rela tanpa paksaan karena wajib
pajak mengetahui bahwa hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. Hal ini
tergambarkan dari jawaban responden bahwa sebanyak 42% sepakat, 22,3% ragu-ragu,
dan 35,7% tidak sepakat akan pernyataan bahwa wajib pajak memahami ketentuan
undang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan wajib pajak
UMKM yang berlaku. Hasil analisis tersebut memberikan petunjuk bahwa semakin
besar atau meningkat pemahaman peraturan perpajakan maka akan membuat wajib

pajak semakin sadar untuk membayarkan pajak.

Dari kuesioner yang disebarkan terdapat beragam latar belakang riwayat
pendidikan perpajakan yang ditempuh oleh pelaku usaha, 166 dari sosialisasi
perpajakan, 33 dari pendidikan perpajakan, 2 dari pelatihan, dan 1 dari kursus. Dengan
latar belakang ini akan membuat wajib pajak paham mengapa harus membayarkan
pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi pelanggaran pajak yang diatur dalam
peraturan, sehingga membuat wajib pajak terpaksa membayar pajak karena terdapat

sanksi yang mengikat juga. Hal ini akan membuat pelaku usaha takut akan hukum
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sehingga menimbulkan kesadaran untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini
akan berdampak pada ketidakpatuhan akan berkurang karena pelaku usaha sadar akan
peraturan yang bersifat memaksa dengan begitu wajib pajak akan terhindar dari sanksi
pajak. Untuk meningkatkan kondisi ini, pemerintah dan KPP Pratama Kota Bontang
dapat memberi sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
agar pelaku usaha lebih sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak UMKM.
Misalnya, usaha yang sudah dapat dikenakan tarif pajak UMKM, namun tidak
memiliki NPWP usaha atau NIB (Nomor Izin Berusaha). Bagi pelaku usaha untuk
tertib administrasi dalam menjalankan usahanya sebagai salah satu bentuk ketaatan

pada peraturan hukum pajak.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Subarkah &
Dewi, 2017) dalam penelitian tersebut mendapati bahwa pemahaman akan Peraturan
Pemerintah No0.46 Tahun 2013 memberikan pengaruh sebesar 61,1% terhadap
kesadaran pajak dan 38,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pengetahuan
perpajakan, manfaat yang dirasakan dan sikap optimis wajib pajak. Penelitian ini
mendukung juga penelitian dari (Ananda et al., 2015) bahwa wajib pajak yang
memiliki pemahaman peraturan perpajakan secara sadar dengan sendiri akan

menghitung pajak terutang.
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45.4 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap self assessment

system

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan
perpajakan dan self assessment system yaitu sebesar 0,007, dengan rata-rata sampelnya
0,007 dan standar deviasinya yaitu 0,057 pada t-statistik yaitu 0,119 dengan nilai
probabilitas sebesar 0,905 atau 0,905%. Dengan informasi tersebut menunjukkan
bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh tidak berpengaruh

signifikan terhadap self assessment system.

Hasil penelitian ini menerima teori dari theory of planned behavior khususnya
dalam komponen ketiga yaitu kontrol perilaku persepsi control beliefs. Pada kontrol
perilaku seseorang memiliki kendali penuh atas keputusan akan dilakukan atau
tidaknya suatu perilaku. Hal ini serupa dengan wajib pajak UMKM di Bontang yang
walaupun memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang memadai tidak mendorong
atau menentukan wajib pajak UMKM apakah akan melaksanakan self assessment
system atau tidak karena dari niat dalam hati sendiri yang mutlak memutuskan untuk

tidak melakukannya.

Hasil dari kuesioner yang sebarkan terdapat 77,7% responden memberikan
jawaban sepakat bahwa wajib pajak kurang memiliki pemahaman akan manfaat dari
membayar pajak, namun wajib pajak tetap membayarkan pajak. Hal ini menunjukkan
bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerapan self

assessment system. Hasil analisis tersebut memberikan petunjuk bahwa semakin
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banyak dan memadai pemahaman akan peraturan perpajakan tidak mempengaruhi
apakah wajib pajak akan melakukan self assessment system. Hal tersebut dapat terjadi
karena self assessment system merupakan sebuah sistem perpajakan yang menuntut
wajib pajak secara mandiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang
terutang. Walaupun wajib pajak memiliki pemahaman yang baik akan peraturan
perpajakan namun jika tidak disertai akan kesadaran dari dalam diri setiap wajib pajak
untuk melaksanakan self assessment system maka wajib pajak sendiri dapat
memutuskan untuk tidak melaksanakan kewajibannya begitu pun sebaliknya. Oleh
karena itu penting untuk setiap wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayarkan
pajak. Hal ini memberi arti bahwa pemerintah harus memfokuskan untuk terus
mengingatkan pemahaman peraturan perpajakan terhadap pelaku usaha, khususnya
pelaku usaha yang tidak pernah memiliki latar belakang pendidikan perpajakan.
Tindakan yang dapat dilakukan adalah pemerintah kota Bontang dapat memberikan
pembekalan terkait peraturan pajak UMKM saat pelaku usaha ingin menerbitkan NIB
atau NPWP usaha. Bagi pelaku usaha harus memahami peraturan yang mengikat jika

sudah menjadi wajib pajak UMKM.

Dari kuesioner yang disebarkan masih terdapat 353 wajib pajak yang tidak
memiliki latar belakang pendidikan perpajakan serta terdapat 16 wajib pajak dengan
tingkat pendidikan SD, 60 wajib pajak dengan tingkat pendidikan SMP, dan 171 wajib
pajak dengan tingkat pendidikan SMA. Perbedaan latar belakang pendidikan dan

rendahnya tingkat pendidikan membuat wajib pajak terbatas untuk memahami
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peraturan perpajakan. Namun, tanpa pemahaman peraturan perpajakan yang memadai
wajib pajak masih dapat melaksanakan self assessment system dengan bantuan petugas
KPP, konsultan, sosialisasi pajak, penggunaan internet, dan tutorial youtube. Kondisi
ini tidak menutup kemungkinan akan terdapat beberapa kesalahan atau kekeliruan
dalam pelaksanaan self assessment system karena wajib pajak tidak memiliki

pemahaman peraturan perpajakan yang memadai.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Datu et
al., 2020) bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap
kemauan untuk membayar pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki kemauan untuk
membayarkan pajak maka wajib pajak tidak melakukan self assessment system. Hal ini
sama dengan kondisi wajib pajak UMKM di kota Bontang walaupun dengan
pemahaman peraturan perpajakan yang memadai tidak mendorong wajib pajak untuk
melakukan self assessment system. Namun, penelitian ini menolak penelitian yang
dilakukan oleh (Baradja et al., 2020) yang menemukan bahwa pemahaman peraturan

perpajakan mendorong wajib pajak untuk melakukan self assessment system.

4.5.5 Pengaruh kesadaran pajak terhadap self assessment system

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pengaruh variabel kesadaran pajak dan
self assessment system yaitu sebesar 0,391, dengan rata-rata sampelnya 0,391 dan
standar deviasinya yaitu 0,059 pada t-statistik yaitu 6,584 dengan nilai probabilitas
sebesar 0,000 atau 0,000%. Dengan informasi tersebut menunjukkan bahwa variabel

kesadaran pajak berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap self assessment system.
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Hal ini sejalan dengan theory of planned behavior pada bagian control beliefs.
Seseorang memiliki kontrol penuh untuk menentukan akan melakukan suatu tindakan
atau tidak. Wajib pajak memiliki kesadaran pajak sebagai kontrol penuh apakah akan
melaksanakan self assessment system atau tidak. Hal ini tergambarkan dari jawaban
responden bahwa 44,3% sepakat, 18,1% ragu-ragu, dan 37,6% tidak sepakat bahwa
wajib pajak telah sadar untuk harus melaporkan pajak dan membayar pajak atas
usahanya. Hasil analisis tersebut memberikan gambaran bahwa semakin besar atau
meningkat kesadaran pajak maka akan mempengaruhi self assessment system semakin
besar juga dan sebaliknya. Kesadaran pajak merupakan tindakan pelaku usaha yang
membayar pajak dengan ikhlas tanpa paksaan untuk melakukan kewajibannya. Rasa
ikhlas yang timbul mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dengan
menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Kondisi
tersebut akan mendorong wajib pajak untuk melakukan self assessment system. Maka
dari itu, semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak maka akan semakin baik wajib
pajak dalam menerapkan self assessment system. Hal ini juga didukung dari gambaran
responden dimana sebanyak 184 pelaku usaha mempelajari pajak dengan belajar
sendiri, hal ini menandakan bahwa 184 pelaku usaha memiliki kesadaran pajak

sehingga berusaha untuk belajar pajak secara mandiri

Efek dari timbulnya kesadaran pajak akan membuat wajib pajak mandiri untuk
melakukan self assessment system wajib pajak dengan rela dan ikhlas membayarkan

pajak, disertai dengan kejujuran dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaan self
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assessment system berjalan dengan baik dan bagi pihak KPP akan mendapatkan
keuntungan karena menurunnya jumlah ketidakpatuhan pajak karena wajib pajak sadar
atas kewajiban yang harus dilakukan. Melihat betapa penting kesadaran wajib pajak,
sudah sepatutnya pemerintah dan KPP Pratama Kota Bontang untuk memberi bukti
nyata akan manfaat dari membayarkan pajak bagi kesejahteraan masyarakat, dengan

harapan akan menumbuhkan kesadaran untuk membayarkan pajak

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Datu et
al., 2020) bahwa kesadaran pajak berjalan searah dengan penerapan self assessment
system. Karena kesadaran pajak adalah rasa dari wajib pajak yang timbul atas
kewajibannya dengan ikhlas tanpa paksaan dan dengan kesadaran pajak yang tinggi
kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya juga meningkat sehingga mendorong
wajib pajak untuk melaksanakan self assessment system. Penelitian ini juga mendukung
penelitian yang dilakukan oleh (Liyana, 2019) bahwa kesadaran pajak dipengaruhi oleh

kesadaran pajak.

4.5.6 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap self assessment system melalui

variabel intervening kesadaran pajak.

Dari hasil analisis didapat bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap
self assessment system melalui variabel intervening kesadaran pajak sebesar 0,200,
dengan rata-rata 0,201, standar deviasi yaitu 0,036, pada t-statistik 5,593 dengan nilai
p-value 0,000 < 0,05. Secara tidak langsung, pengetahuan perpajakan berpengaruh

partial mediation terhadap self assessment system melalui kesadaran pajak sebesar
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0,200 karena pada hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa pengetahuan

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap self assessment system (direct effect)

Dalam penelitian ini yang berperan sebagai behavioral beliefs dipengaruhi oleh
pengetahuan perpajakan wajib pajak karena wajib pajak mengetahui mengapa harus
membayarkan pajak kepada negara dan tata cara serta ketentuan pajak yang berlaku.
Pengetahuan tersebut akan membuat wajib pajak sadar mengapa harus membayarkan
pajak. Dengan begitu akan mendorong wajib pajak untuk patuh melakukan
kewajibannya dan akan dengan suka rela membayarkan pajak karena telah memiliki
kesadaran yang timbul dari dalam diri wajib pajak. Dorongan tersebut akan membuat
wajib pajak untuk melaksanakan self assessment system sebagai salah satu
kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini tergambarkan dari jawaban responden
bahwa terdapat 45,1% responden sepakat, 17,1% ragu, dan 37,8% tidak sepakat dengan
pernyataan bahwa wajib pajak harus melapor dan membayar pajak karena telah

memahami dengan baik manfaat dari membayar pajak.

Terdapat 166 pemilik usaha yang belajar pajak dari sosialisasi, 33 dari bangku
pendidikan, 2 dari pelatihan, dan 1 dari kursus. Maka jika ditotal terdapat 202 pemilik
usaha yang pernah memperoleh informasi perpajakan dari pendidikan formal maupun
informal. Dari sosialisasi, bangku pendidikan, pelatihan, dan kursus wajib pajak
mendapatkan informasi yang membuat wajib pajak sadar mengapa harus membayarkan
pajak dan paham manfaat dari membayarkan pajak. Hal tersebut menimbulkan

kesadaran pada diri wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajak guna
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keberlangsungan negara dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran akan
membuat wajib pajak menjadi patuh sehingga mendorong wajib pajak melaksanakan
self assessment system sebagai salah satu kewajibannya. Untuk meningkatkan kondisi
ini, pemerintah dan pihak KPP harus memperhatikan latar belakang riwayat pendidikan
perpajakan pelaku usaha untuk meratakan pengetahuan pajak pelaku usaha sehingga
terciptanya kesadaran pajak. Pemerintah dapat melakukan pembekalan kepada pelaku
usaha yang ingin menerbitkan NIB atau NPWP agar pelaku usaha sadar jika sudah
memiliki omzet dikategori tertentu wajib melaporkan dan membayar pajak. Bagi
pelaku usaha, sebelum menerbitkan NPWP usaha atau NIB harus mengetahui terdapat
beberapa kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk melaporkan dan membayar pajak

usahanya.

Hasil penelitian ini jJuga mendukung penelitian dari (Bahri, 2020) yang dengan
judul penelitiannya yaitu Analisis penerapan self assessment system pajak hiburan di
Kota Blitar mendapati bahwa wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan
perpajakan yang memadai memiliki kesadaran pajak yang rendah sehingga membuat
wajib pajak tidak patuh sehingga tidak dapat menyelenggarakan self assessment system
dengan benar. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Achmad,
2016) yang mendapatkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap

kesadaran wajib pajak.
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45.7 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap self assessment

system melalui variabel intervening kesadaran pajak.

Dari hasil analisis didapatkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan
terhadap self assessment system melalui variabel intervening kesadaran pajak sebesar
0,142, dengan rata-rata 0,142, standar deviasi yaitu 0,029, pada t-statistik 4,847 dengan
nilai p-value 0,000 < 0,05. Secara tidak langsung, pemahaman peraturan perpajakan
berpengaruh full mediation terhadap self assessment system melalui kesadaran pajak
sebesar 0,142 karena pada hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa pemahaman
peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap self assessment

system (direct effect).

Dalam penelitian ini pemahaman peraturan perpajakan menjadi behavioral
beliefs karena dengan pemahaman akan peraturan pajak yang diatur dalam undang-
undang atau peraturan pemerintah akan membuat wajib pajak sadar mengapa harus
membayar pajak sebagai pelaku usaha serta menyadari sanksi yang melekat jika tidak
melaksanakan kewajibannya. Pemahaman tersebut akan menimbulkan kepatuhan
pajak karena wajib pajak sadar akan hukum dan ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini
akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan self assessment system. Hal ini
tergambarkan dari jawaban responden bahwa sebanyak 42% sepakat, 22,3% ragu-ragu,
dan 35,7% tidak sepakat akan pernyataan bahwa wajib pajak memahami ketentuan
undang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan wajib pajak

UMKM vyang berlaku.
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Dari kuesioner yang disebarkan terdapat 166 pemilik usaha yang belajar pajak
dari sosialisasi, 33 dari bangku pendidikan, 2 dari pelatihan, dan 1 dari kursus. Maka
jika ditotal terdapat 202 pemilik usaha yang pernah memperoleh informasi perpajakan
dari pendidikan formal maupun informal. Pemahaman akan peraturan pajak adalah
kondisi dimana wajib pajak tidak hanya mengetahui dan hafal akan peraturan yang ada,
namun wajib pajak juga paham penyebab dibentuknya suatu aturan dan akibat yang
ada. Hal ini menuntut wajib pajak untuk dapat berpikir kritis dan mampu menganalisis
mengapa terbentuknya suatu aturan dan bagaimana mengimplementasikannya dengan
benar. Dengan latar belakang pendidikan perpajakan yang diperoleh, baik melalui
pendidikan formal dan informal membuat wajib pajak memahami ada peraturan yang
memaksa untuk harus menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kisaran usia
wajib pajak sekitar 21-40 tahun juga masih dalam umur produktif yang dapat
memahami dengan baik suatu peraturan dan pengimplementasiannya. Jika wajib pajak
memiliki pemahaman akan peraturan perpajakan yang baik akan membuat wajib pajak
terhindar dari sanksi pajak yang dapat merugikan dirinya Untuk meningkatkan kondisi
ini, pemerintah dan KPP Pratama Kota Bontang dapat memberikan pembinaan kepada
pelaku usaha yang berlokasi di pinggiran kota karena daerah pinggiran kota identik
dengan tingkat pendidikan yang rendah atau daerah dengan tingkat pendidikan yang
rendah. Bagi pelaku usaha dengan tingkat pendidikan yang rendah, untuk
meningkatkan pemahaman akan peraturan pajak dapat melakukan konsultasi kepada

petugas pajak atau penggunaan sosial media.
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Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari (Datu et.al, 2020) bahwa
kesadaran timbul dari pemahaman ketentuan perpajakan yang berlaku yang membuat
wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya salah satunya dengan menerapkan self
assessment system. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh
(Setyaningsih & Harsono, 2021) bahwa semakin wajib pajak memahami peraturan
yang mengatur self assessment system semakin wajib pajak sadar untuk melakukan

self assessment system.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan

Atas perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan juga hasil

penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesadaran
pajak pada pelaku usaha. Informasi yang diperoleh dari pendidikan formal dan
informal menjadi pengetahuan yang merangsang timbulnya kesadaran untuk
melapor dan membayar pajak oleh pelaku usaha. Jika wajib pajak memiliki
kesadaran pajak maka akan menurunkan ketidakpatuhan pajak dan wajib pajak
dapat terhindar dari sanksi pajak.

2. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap self
assessment system. Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal dan
informal tersebut kemudian dijadikan pengetahuan yang menjadi pedoman dalam
melaksanakan self assessment system terlebih dalam pelaksanaan self assessment
system menuntut wajib pajak untuk aktif menghitung, membayar, dan melapor
pajak terutang. Pemberian wewenang yang berikan ini dapat disalahgunakan jika
wajib pajak tidak memanfaat pengetahuan perpajakan yang dimiliki dengan baik.

3. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

kesadaran pajak pada wajib pajak. Dengan latar belakang pendidikan perpajakan,
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pelaku usaha dibekali dengan pemahaman mengapa harus membayar pajak,
manfaat membayar pajak, dan sanksi yang mengikat. Dari pemahaman tersebut
maka wajib pajak dengan terpaksa akan melakukan kewajibannya sebagai wajib
pajak karena ada sanksi yang mengikat juga dalam peraturan pajak. Kondisi ini
akan menimbulkan kesadaran pajak karena wajib pajak terpaksa membayar pajak.
Hal ini akan menurunkan angka ketidakpatuhan karena adanya sanksi pajak.

. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap self assessment system. Hal ini dikarenakan perbedaan riwayat
pendidikan perpajakan dan tingkat pendidikan membuat wajib pajak memiliki
pemahaman peraturan yang terbatas, namun wajib pajak tetap dapat melaksanakan
self assessment system dengan bantuan petugas KPP, sosialisasi, penggunaan
internet, dan aplikasi youtube. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan
terdapat beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan self assessment
system karena wajib pajak tidak memiliki pemahaman peraturan yang memadai.
Kesadaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap self assessment
system. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak
akan membuat penerapan self assessment system juga semakin baik. Terdapat 184
pemilik usaha dengan riwayat pendidikan perpajakan belajar secara mandiri atau
otodidak. Hal ini memberi indikasi bahwa terdapat 184 wajib pajak yang sudah
memiliki kesadaran pajak. Kesadaran pajak akan membuat wajib pajak

melaksanakan kewajibannya, salah satunya yaitu dengan melakukan self
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assessment system dengan rasa ikhlas dan jujur sehingga dapat menurunkan angka
ketidakpatuhan pajak.

Kesadaran pajak dapat memediasi pengetahuan perpajakan terhadap self
assessment system dan bersifat partial mediation. Pengetahuan pajak memberikan
informasi kepada wajib pajak sehingga timbul kesadaran untuk membayarkan
pajak. Salah bentuk pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak adalah dengan
melakukan self assessment system. Dengan adanya kesadaran maka akan membuat
wajib pajak patuh untuk melaksanakan self assessment system.

Kesadaran pajak dapat memediasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap self
assessment system dan bersifat full mediation. Dengan latar belakang pendidikan
perpajakan yang diperoleh, baik melalui pendidikan formal dan informal membuat
wajib pajak memahami ada peraturan yang memaksa untuk harus menjalankan
kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini akan berdampak terhindarnya wajib
pajak dari sanksi karena wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang

memaksa.

Saran

Penulis memberikan saran antara lain :

Untuk meningkatkan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran maka
KPP Pratama kota Bontang dapat melakukan pembekalan kepada pelaku usaha

yang ingin menerbitkan NPWP usaha, khususnya pelaku usaha yang tidak pernah
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memiliki riwayat pendidikan perpajakan baik sosialisasi, pendidikan dan
pelatihan.

. Untuk meningkatkan kondisi ini, pihak KPP Pratama Kota Bontang dapat
memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan perpajakan pelaku usaha
UMKM, serta pelaku usaha sebagai wajib pajak untuk melaporkan dan membayar
pajaknya dengan penuh kejujuran atas wewenang yang diberikan kepadanya.
Untuk meningkatkan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap
kesadaran perpajakan, langkah yang dapat diambil pemerintah dan pihak KPP
Pratama Bontang adalah memberi sanksi terhadap UMKM yang seharusnya sudah
bisa dikenakan tarif pajak UMKM namun, tidak memiliki NPWP usaha atau NIB.
Bagi pihak pelaku usaha untuk wajib tertib administrasi sebagai salah satu bentuk
patuh terhadap peraturan perpajakan.

. Untuk hipotesis yang tidak memiliki pengaruh signifikan, yaitu pemahaman
peraturan perpajakan terhadap penerapan self assessment system pemerintah dan
KPP Pratama Kota Bontang dapat melakukan pembekalan kepada pelaku usaha
yang tidak memiliki riwayat perpajakan dan tingkat pendidikan yang rendah, yaitu
pada saat penerbitan NIB atau NPWP usaha dan bagi pelaku usaha harus
memahami peraturan yang mengikat jika sudah menjadi wajib pajak UMKM.

. Untuk meningkatkan pengaruh kesadaran perpajakan terhadap self assessment
system langkah yang dapat diambil adalah dengan memberi bukti nyata akan
manfaat dari membayarkan pajak bagi kesejahteraan umum agar wajib pajak sadar

untuk membayarkan pajak.
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6. Untuk meningkatkan pengaruh kesadaran pajak dalam memediasi pengetahuan
perpajakan dengan self assessment system, langkah yang dapat diambil oleh
pemerintah dan KPP Pratama Kota Bontang adalah meratakan pengetahuan
perpajakan wajib pajak dengan melihat latar belakang pendidikan pelaku usaha
sebelum penerbitan NPWP usaha atau NIB. Bagi pelaku usaha, sebelum
menerbitkan NPWP usaha atau NIB harus mengetahui terdapat beberapa
kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk melaporkan dan membayar pajak
usahanya.

7. Untuk meningkatkan pengaruh kesadaran pajak dalam memediasi pemahaman
peraturan perpajakan terhadap self assessment system adalah pemerintah dan pihak
KPP Pratama Bontang dapat memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha
yang berada di pinggiran kota atau menyasar pada daerah dengan tingkat
pendidikan yang rendah agar meratakan pemahaman akan peraturan pajak bagi
pelaku usaha. Bagi pelaku usaha dengan tingkat pendidikan yang rendah, untuk
meningkatkan pemahaman akan peraturan pajak dapat melakukan konsultasi

kepada petugas pajak atau penggunaan sosial media.
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LAMPIRAN



Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN

PERPAJAKAN TERHADAP PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM MELALUI

141

VARIABEL KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA BONTANG

Petunjuk :

Isilah data berikut sesuai dengan data pribadi anda. Isilah data dalam kotak isian dengan menggunakan

tanda (V) centang.
1. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk : Isilah data berikut sesuai dengan data pribadi Anda. Isilah data dalam kotak
isian dengan menggunakan tanda(\) centang.

1. Nama usaha
2. Alamat Usaha

3. Jenis Usaha

4. Jenis kelamin

5. Lama usaha

[0 Perdagangan dan reparasi [ Industri makanan

O Restoran & hotel O Listrik, gas, & listrik
[0 Jasa lainnya O Industri tekstil
O Industri kimia & farmasi O Perikanan

[0 Tanaman, perkebunan, & peternakan

[ Industri kertas & percetakan

O Transportasi, gudang, & telekomunikasi

O Industri logam dasar & barang logam

O Industri lainnya

O Industri mesin

[0 Perumahan, kawasan industri, & perkantoran
O Konstruksi

O Industri barang dari kulit dan alas kaki

O Industri mineral non logam

O Kehutanan

O Industri kayu

O Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain

O Laki-laki [J Perempuan

d1-11 bulan O1-5tahun [O6—10tahun
O 11 -15tahun O > 15 tahun

141



6. Pendidikan terakhir: 0O SD 0O SMP OSMA ODIPLOMA [OS1 OS2

7. Usia 0O < 20tahun [ 21 —30tahun [ 31- 40 tahun
[ 41-50 tahun [ > 50 tahun

8. Pendidikan perpajakan : [ Belajar sendiri/otodidak [ Sosialisasi
O Pendidikan O Kursus
O Pelatihan

9. Omzet per tahun : O 1 juta—300 juta
0 300 Juta— 2,5 Miliar
O 2,6 miliar — 50 miliar
2. KUESIONER PENELITIAN
Petunjuk pengisian :

1. Berilah tanda (V) centang pada jawaban yang tersedia sesuai dengan pilihan Anda.
2. Keterangan jawaban kuesioner

e Sangat Setuju (SS)
e Setuju ()

e Ragu - ragu/Netral (RR)
e Tidak Setuju (TS)
e Sangat Tidak Setuju (STS)

142

3. Jika Anda Sangat Setuju (SS) dengan pernyataan yang ada, maka Anda harus memilih pada
point Setuju (S) atau Sangat Setuju (SS). Contoh pernyataan: “Saya memiliki kesadaran pajak”.
Jika ada merasa benar memiliki kesadaran pajak yang tinggi maka anda dapat memilih Sangat
Setuju (SS) atau Setuju (S) dan jika Anda merasa tidak memiliki kesadaran pajak Anda dapat
memilih Tidak Setuju (TS) atau Sangat Tidak Setuju (STS) terhadap pernyataan tersebut.

Kesadaran Pajak (Y1)

NO. PERNYATAAN INDIKATOR

Y1.1 | Sebagai wajib pajak UMKM saya sadar harus melapor | STS | TS| RR| S | SS
dan membayarkan pajak usaha saya
Saya kurang memiliki kesadaran untuk membayar | SS | S | RR | TS | STS
pajak atas usaha saya, namun hal tersebut bukan
masalah besar

Y1.2 | Saya menyadari saya harus melapor dan membayar STS|TS|RR| S | SS
pajak karena saya memahami dengan baik manfaat
dari membayarkan pajak.
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Pemahaman saya terkait manfaat dari membayar pajak | SS | S | RR | TS | STS
minim, namun saya tetap membayarkan pajak.

Y1.3 | Saya sudah menyisihkan pendapatan usaha saya untuk | STS | TS| RR | S | SS
membayarkan pajak tanpa paksaan.
Sebagai pengusaha, masih ada keraguan dan| SS | S | RR | TS| STS
pertimbangan yang saya pikirkan untuk membayarkan
pajak dari pendapatan usaha yang saya dapat

Y1.4 | Sebagai wajib pajak saya sudah dapat mengisi SPT | STS| TS| RR | S | SS
dengan benar dan membenarkan SPT saya yang salah
Sebagai wajib pajak saya enggan mengisi SPT dan | SS | S | RR | TS | STS
acuh terhadap SPT saya yang salah

Penerapan Self Assessment System (Y2)

NO. PERNYATAAN INDIKATOR

Y21 | Sebagai wajib pajak, saya dapat menghitung dan | STS | TS| RR | S | SS
menetapkan pajak dari penghasilan usaha saya secara
mandiri
Saya masih membutuhkan bantuan orang lain [SS |S | RR | TS | STS
untuk menghitung dan menetapkan pajak dari
penghasilan usaha saya

Y22 | Saya dapat membayarkan pajak terutang secara | STS | TS| RR | S |SS
mandiri di tempat yang telah tentukan
Saya masih membutuhkan bantuan orang lain untuk | SS | S | RR | TS | STS
melakukan prosedur pembayaran pajak

Y2.3 | Saya dapat melaporkan SPT secara mandiri. STS|TS|RR|S |SS
Dalam pelaporan SPT, saya masih membutuhkan | SS | S | RR | TS | STS
bantuan orang lain untuk mengarahkan saya
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Pengetahuan Perpajakan (X1)

144

NO | PERNYATAAN INDIKATOR

X1.1 | Sebagai wajib pajak usaha, saya mengetahui hak dan | STS | TS| RR | S | SS
kewajiban saya sebagai wajib pajak UMKM
Walaupun memiliki usaha UMKM, saya tidak [SS |S | RR | TS | STS
mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib
pajak UMKM.

X1.2 | Sebagai wajib pajak UMKM, saya mengetahui | STS | TS| RR|S |SS
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai
wajib pajak UMKM.
Sebagai wajib pajak UMKM, saya kurang mengetahui | SS | S | RR | TS | STS
apa saja dan bagaimana Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagai wajib pajak UMKM.

X1.3 | Sebagai wajib pajak UMKM, saya mengetahui objek, | STS | TS| RR | S | SS
subjek, dan tarif bagi wajib pajak UMKM vyang
berlaku.
Saya kurang mengetahui objek, subjek, dan tarif bagi | SS |S | RR | TS| STS
wajib pajak UMKM seperti saya.

X14 | Saya mengetahui sistem pemungutan pajak di | STS| TS | RR|S |SS
Indonesia.
Saya kurang mengetahui sistem pemungutan pajak di | SS |S | RR | TS | STS
Indonesia

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)

NO PERNYATAAN INDIKATOR

X2.1 | Saya memiliki pemahaman yang baik terkait | STS | TS| RR |S |SS
pembuatan NPWP, baik NPWP pribadi atau NPWP
usaha.
Pembuatan NPWP adalah hal yang membingungkan | SS | S | RR | TS | STS
dan saya membutuhkan bantuan orang lain dalam
proses pembuatannya
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X2.2

Saya memahami alur dan mampu melakukan
perhitungan atas penghasilan bersih dari usaha saya
dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak UMKM

STS

TS

RR

SS

Saya mengalami kesulitan dalam melakukan
perhitungan atas penghasilan bersih dari usaha saya
dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak UMKM
dan masih membutuhkan bantuan didalamnya

SS

RR

TS

STS

X2.3

Sebagai wajib pajak UMKM, saya memahami fungsi
dan mengisi Faktur Pajak, SSP, dan SPT vyang
digunakan pada usaha saya

STS

TS

RR

SS

Walaupun sebagai wajib Pajak UMKM, saya kurang
memahami fungsi dan mengisi Faktur Pajak, SSP, dan
SPT yang digunakan pada usaha saya

SS

RR

TS

STS

Xo2.4

Saya memahami sanksi dan penyebabnya bagi wajib
pajak UMKM yang melanggar ketentuan perpajakan

STS

TS

RR

SS

Saya kurang memahami sanksi apa saja Yyang
dikenakan bagi wajib pajak UMKM yang melakukan
pelanggaran dan penyebabnya.

SS

RR

TS

STS

X2.5

Sebagai pengusaha, saya memahami pelaksanaan dan
pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi
kelangsungan perpajakan usaha saya

STS

TS

RR

SS

Dalam menjalankan usaha, bagi saya melakukan
pencatatan dan pembukuan tidak penting bagi usaha
saya.

SS

RR

TS

STS

X2.6

Saya memahami ketentuan Undang-Undang atau
Peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan wajib
pajak UMKM yang berlaku.

STS

TS

RR

SS

Saya tidak memahami ketentuan Undang-Undang atau
Peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan wajib
pajak UMKM yang berlaku

SS

RR

TS

STS
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Lampiran 2. Rekapitulasi Jawaban Variabel Kesadaran Pajak

Y1

Total

28
29
33
39
34
34
39
40
44
41

43

42

41

45

43

43

47

53
49

47

47

52

59
55
54
53
61

58
60
62
61

62
69
65

71

66
66
68
73
74
72
70
73
77
75
76
78
83
83
80
81

82

Y1.4b

Y1.3b | Yl4a

Y1.2b | Y1.3a

Y1.1b | Y1.2a

Yl.la

No.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27

28
29
30
31

32
33
34
35
36
37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
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82
87
82
89
86
94
83
89
91

91

94
91

95
96
96
98
97

96
101
100
109
105
104
105
109
104
111
108
111
112
114
118
115
116
117
120
115
123
118
121
122
122
121
130
125
129
128
128
131
134
131
131
133
131
132
137

53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85

86
87

88
89
90
91

92

93
94
95

96
97

98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
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134
142
139
139
142
142
142
147
145
145
149
146
151
149
148
158
159
157
163
154
158
165
160
161
161
160
155
166
167
168
166
170
173
170
171
174
176
177
177
178
178
178
177
178
184
178
183
185
185
190
189
188
178
186
190
191

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
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194
195
191
195
201
203
194
198
202
203
203
199
205
207
210
214
209
213
200
210
204
209
205
206
208
207
213
211
217
211
215
214
225
225
219
225
231
226
223
224
238
231
231
235
242
234
231
237
230
236
238
239
234
255
243
249

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
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247
250
249
246
260
248
250
253
252
256
255
256
248
252
263
261
256
257
260
264
265
259
260
269
265
266
268
273
272
271
273
271
275
277
281
275
282
282
280
284
278
279
289
290
286
287
291
288
294
290
291
297
295
301
300
295

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

150
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312
309
311
305
298
306
301
304
306
302
310
306
310
309
311
309
315
313
310

316
318
321
318
318
316
320
322
321
326
323
326
326
331
332
332
334
329
329
331
335
332
336
335
339
340
342
341
340
343
342
345
344
346
356
356
350

277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
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353
353
353
361
368
369
357
357
361
361
363
362
362
365
368
368
367
365
370
368
368
371
372
373
373
376
376
378
377
380
383
381
386
386
387
387
385
401

399
392
393
400

393
395
396
397
398
399
402
401
404
404
404
406

333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
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Lampiran 3. Rekapitulasi Jawaban Variabel Self Assessment System

Total
Y2

18
19
19
28
21

19
26
23
21

22
24
22
22
20
21

21

20
25
22
23
18
22
22
25
20
20
23
20
22
23
22
22
22
25

27
25

19
22
25
26
24
20
22
23
20
24
21

22
24
19
22
22

Y2.3b

Y2.3a

Y2.2b

Y2.2a

Y2.1b

Y2.1a

No.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34

35
36

37

38
39

40
41

42

43
44
45
46

47

48
49

50
51

52
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19
25
19
23
21

23
22
21

22
22
20
21

20
20
21

23
23
18
22
20
22
25

20
22
24
19
18
20
22
24
21

24
19
22
22
23
19
25
19
22
22
22
20
21

25
27

25
22
20
21

21

20
22
22
21

23

53
54
55
56
57

58
59

60
61

62

63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
84

85

86

87

88
89

90
91

92

93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

154
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22
24
23
23
22
23
26
26
22
19
25
21

19
19
18
25
25

25
22
18
23
25

19
22
22
23
12
22
24
22
20
22
22
21

20
22
22
22
22
22
23
21

23
22
25
22
22
27

20
26
23
21

13
13
18
20

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
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22
22
19
22
23
25
19
24
19
22
19
20
19
23
23
21

23
21

14
16
20
16
15
20
17
14
19
16
12
21

20
16
16
15
22
22
19
18
13
17
28
21

22
23
29
25

21

19
17
14
18
24
22
24
16
12

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

156



157

18
20
18
17
17
16
19
28
16
27
20
23
12
15
17
14
16
18
20
18
17
15
12
19
17
16
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Lampiran 4. Rekapitulasi Jawaban Variabel Pengetahuan Perpajakan

33
28
28
36
32
32
34
32
36
34
32

29
31

34
32
31

30
40
29
32

34
32

36
35

31

29
32

36
34

33
32

29
36
35

35
35
33
34
36

36

31

27

32

34
32

34
35

X1.4b | Total X1

X1.3b | X1.4a

X1.2b | X1.3a

X1.1b | X1.2a

Xl.la

No.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34

35
36

37

38
39

40
41

42

43
44
45
46

47

160



161

39
37
30
34
33
36
36
26
35
33
36
24
30
29
31

34
31

30
33
33
31

32

34
32
31

36
35

36
32

32

30
33
27
32

34

35
37

30
34
33
35
26
36

36
32

34
32

28
32

34

48
49

50
51

52

53
54
55
56

57

58
59

60
61

62

63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
84

85
86

87

88
89

90
91

92

93
94
95
96
97

161



162

35
34
32
33
35
29
34
29
29
31

32
29

35

37

34
34
32

35

38
32

32
36
30
28
29
33
35

37

34

36
33
30
40
31

31

30
28

19
36
36

36
36

36

36
29
34
29
32

32

32

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

162



163

32
35
33
31

32
40
35
34
35
36
31

29
32

19
25
31

36
32
34
29
34
33
36
29
32

32
30
36
36

36
37

36

32

29
31

20
20
22
20

16
16
26
21

21

26
25
22
21

17
24

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

163



164

20
24
24
26
18
20
26
31

22
28
28
28
30
26
21

22
35
20
22
20
30
20
22
25

24
23
27

32

20
20
18
20
26
18
23
18
24
27
23
22
29
23
24
26
16
22
21

30

18
25

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

164



165

34
16
27
22
22
24
30
28
24
26
18
22
20
22
28
27

22
28
22
19
24
31

24
24
26
23
26
20
22
18
30
30
23
21

33
26
22
21

25

19
16
16
16
26
27

16
18
20
22

18

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

165



166

16
18
22
20
18
18
18
22
20
20
16
30
24
21

27
18
16
22
18
18
18
18
18
17
17
21

20
17
19
21

17
23
20
28
32

20
16
16
20
25

22
18
16
16
22
22
23
20
18
19

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

166



167

18
18
28
22
16
19
21

16
18
21

18
22
16
22
20
20
16
16
18
31

20
16
35
13
26
27

24
25
21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

Lampiran 5. Rekapitulasi Jawaban Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan
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Lampiran 6. Deskriptif Statistik Variabel

175

Variabel N | Min. | Maks. | Range | Mean Std. Sum
Deviation
Pengetahuan 386 | 13 40 27 27,02 6,61 10.431
Perpajakan
Pemahaman 386 | 27 52 25 38,77 6,95 14.966
Peraturan
Perpajakan
Kesadaran Pajak | 386 | 12 31 19 21,28 4,75 8.251
Self Assessment 386 | 13 33 18 22,95 4,43 8.857
System
Valid N 386
Lampiran 7. Hasil Outer loading
Outer loadings - Matrix 20_0@_(100%) Copy to Excel | | CopytoR

Kesadaran perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan

Pengetahuan perpajakan

Self assessment system

0815

0.724|

0.736

0.727 |

0794

0.744|

0792

0.867 |

0.826

0.887 |

0772

0.781|

0.801

0.826'

0.793

0.857

0.809

0.855|
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Lampiran 8. Hasil Construct Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

Zoom (90%)

Construct reliability and validity - Overview Copy fo Excel | | CopytoR

Cronbach's alpha Composite reliability (rho_a) Composite reliability (rho_c) Average variance extracted (AVE)

Kesadaran perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan

Pengetahuan perpajakan

Self aszsessment system

Lampiran 9. Hasil Fornell — Larcker

Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion oom (100%)

1F

Copy to Excel Copy fo R

Kesadaran perpajakan Pemahaman peraturan perpajakan Pengetahuan perpajakan Self assessment system
Kesadaran perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan

Pengetahuan perpajakan

Self assessment system

Lampiran 10. Hasil Variance Inflation Factor (VIF)

Collinearity statistics (VIF) - Inner model Zoor_n-(_mo%)

1F

Copy to Excel Copy to R

Kesadaran perpajakan Pemahaman peraturan perpajakan Pengetahuan perpajakan Self assessment system
Kesadaran perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan

Pengetahuan perpajakan

Self assessment system

Lampiran 11. Hasil Path Coefficients

LU W g

Path coefficients - Mean, STOEV, T values, p values Copy to Excel | | CopytoR

Criginal sample (O} Sample mean (M) Standard deviation [ STDEV) T statistics (|O/STDEV]) P values
Kesadaran perpajakan -= Self assessment system

Pemahaman peraturan perpajakan = Kesadaran perpajakan

Pemahaman peraturan pemajakan = Self assessment system

Pengetahuan perpajakan -+ Kesadaran perpajakan

Pengetahuan perpajakan = 5elf assessment sy stem
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Lampiran 12. Hasil R-Square
R-square - Overview

R-square R-square adjusted

Kesadaran perpajakan 0677 0.675

Self assessment system

Lampiran 13. Hasil Uji Model Fit

Madel fit

Saturated model Estimated model
SRMR 0.073 0.073
d_ULS 1.022
4G 0.662 | 0.662 |
Chi-square 1,333.316 1,333.316
NFI 0.744 | 0.744 |

1.022

Lampiran 14. Hasil Specific Indirect Effects

Zoom (60%
(60%) Copy to Excel Copy to R

Specific indirect effects - Mean, STDEV, T values, p values

T statistics (|O/STDEV])

Original sample (0) Sample mean (M) Standard deviation (STDEV)

Pemahaman Peraturan Perpajakan -> Kesadaran Perpajakan -> Self Assessment System

Pengetahuan Perpajakan -> Kesadaran Perpajakan = Self Assessment System 0.000
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